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A.MUH.AGIL MAHASIN (B111 13 596), dengan judul “Peran Dewan 
Keamanan PBB sebagai Pemelihara Perdamaian dan Keamanan Dunia (Studi 
Kasus Konflik Syria)”. Di bawah bimbingan Abdul Maasba Magassing sebagai 
Pembimbing I dan Laode Abdul Gani sebagai Pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dewan Keamanan PBB 
dalam menyikapi konflik yang terjadi di Syria. Berlarut-larutnya konflik yang terjadi 
serta semakin meningkatnya eskalasi konflik menyebabkan perlunya campur tangan 
DK PBB untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Syria. 
 Penelitian ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan 
melalui riset kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan terkait (Piagam PBB, 
Konvensi Jenewa 1949, Resolusi DK PBB). Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik 
penelitan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang kemudian 
dipaparkan secara deskriptif. 
Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1)Efektifitas DK PBB dalam menangani 
konflik yang terjadi di Syria belum optimal, bahkan cenderung mengalami stagnasi, 
hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan persepsi terhadap konsep 
kedaulatan negara, penggunaan hak veto serta tingginya beban kerja dari DK PBB 
.2.) Konflik yang meletus di Syria telah meluas dari perang saudara yang melibatkan 
pihak rezim serta oposisi, dukungan dari berbagai negara telah menyebabkan konflik 
ini berkembang menjadi suatu konflik bersenjata yang bersifat internasional, sehingga 
membutuhkan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mampu menyelesaikan 
persoalan yang terjadi di medan konflik. 









A.MUH.AGIL MAHASIN (B111 13 596), entitled "The Role of the UN Security 
Council as the Peacekeeper and the World Security (A Case Study is Syrian 
Conflict)". Under the guidance of Abdul Maasba Magassing as the first 
Supervisor  and Laode Abdul Gani as the second Supervisor . 
 
This study aims to determine the role of the UN Security Council in 
addressing the conflicts that occurred in Syria. The protracted conflict and escalation 
of the conflict causing the necessity for UN Security Council’s intervention to resolve 
the humanitarian conflict in Syria. 
This research is normative with data collection technique done through 
literature research that is related to legislation (UN Charter, Geneva Convention 
1949, UNSC Resolution). In other hand, the writer also conducts library research 
through data and books related to the research topic. Furthermore, the data obtained 
were analyzed qualitatively which then presented descriptively. 
The results of this study are: 1) The effectiveness of the UN Security Council 
in dealing with conflicts that occurred in Syria has not been said to be optimal, even 
tended to stagnate, this is caused by some factors such as differences in perceptions of 
the concept of state sovereignty, the use of veto rights and the high workload of 
UNSC 2.) The conflict that explode in Syria has spread from civil war involving 
regime and opposition parties, support from various countries has led to this conflict 
developing into an international armed conflict, requiring systematic and 
comprehensive efforts to be able to resolve the Problems that occur in the field of 
conflict. 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Negara sebagai suatu identitas kekuasaan telah menjadi 
sebuah diskursus panjang dari sejarah peradaban manusia. Sebuah 
simbol utama yang menandakan kepentingan manusia untuk selalu 
hidup dalam ikatan kehidupan yang bersifat sosial. Melalui negara, 
setiap orang berharap untuk memenuhi kepentingan pribadinya, 
mengamankan jiwanya dari nafsu barbar kehidupan purbakala, serta 
membangun kedamaian dalam kelangsungan kehidupannya. Sebab, 
dalam kehidupan yang serba kompleks, manusia menyadari 
ketidakmampuannya untuk memenuhi seluruh daftar keinginan 
individu menjadi sebuah domain pribadi, menjadi seseorang yang 
berkarakter individual akan dengan cepat memastikan hidup 
terjerumus dalam kesengsaraan. Oleh karena kesadaran untuk hidup 
bermasyarakat menjadi sangat esensial, sebuah pakta tentang 
kesepahaman hidup harus dibuat untuk mencapai tujuan hidup yang 
lebih bermartabat. Inilah konsep yang kemudian hari dideskripsikan 
oleh para eksponen ahli negara sebagai kontrak sosial, tentang asal 
mula suatu Negara.    
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Identitas negara dengan segala perangkat kekuasaan dan 
kedaulatan konstitusionalnya seperti yang dikenal saat ini  adalah hasil 
dari pergulatan panjang bangsa-bangsa sejak zaman dahulu. Eropa 
merupakan tempat yang paling pertama melahirkan gejolak tersebut. 
Sesudah runtuhnya hegemoni Gereja pada abad ke-16 akibat 
berbagai macam gejolak serta konfik sosial, sebuah tatanan ketertiban 
politik baru muncul dan memprakarsai hadirnya tipikal negara modern 
yang dikenal hingga saat ini. Peristiwa pentingnya terjadi dalam 
Perjanjian Westphalia 1648, sebuah perjanjian yang menandai konflik 
berkepanjangan antara rezim Katolik dan Protestan yang melanda 
Eropa.  Fase ini merupakan awal sejarah yang menandai babak 
kehidupan Negara-Bangsa modern, mengakhiri otoritas imperium-
imperium kuno. Perjanjian yang menandai hadirnya tatanan baru 
negara-bangsa berdaulat dalam menjalankan pemerintahannya, 
menyingkirkan hegemoni Gereja yang sebelumnya memegang otoritas 
tertinggi. Sebuah usaha yang menghasikan lahirnya kesatuan otoritas 
baru yang memiliki wewenang secara mandiri atas rakyat dan 
wilayahnya sendiri. Sistem masyarakat internasional secara otomatis 
turut mengalami pergeseran dimana hubungan antar entitas 
kekuasaan didasari kepada institusionalisasi diplomasi yang merujuk 
kepada kedaulatan politis suatu negara berdaulat. Konstruksi ini 
kemudian disebarkan ke benua-benua lainnya melalui proyek 
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kolonialisme Bangsa Eropa, sehingga sistem kenegaraan yang 
terbentuk di benua-benua lainnya pun sama tipikalnya dengan negara-
bangsa yang berada di Eropa. Beberapa solusi untuk menghentikan 
peperangan antar umat manusia telah mulai dibicarakan di dalam 
perjanjian tersebut. Dan negara diberikan harapan besar untuk 
memulai misi besar tersebut. 
Akan tetapi, kehidupan negara-bangsa yang terbentuk ternyata 
tidak mampu memadamkan gejolak konflik yang melanda umat 
manusia. Peperangan masih merupakan ancaman terbesar bagi 
kelangsungan hidup manusia. Sejarah peperangan telah diakui sama 
tuanya dengan peradaban umat manusia sendiri. Interaksi 
kemanusiaan dalam sejarah peradaban umat manusia selalu diwarnai 
oleh pertumpahan darah oleh berbagai macam alasan, kepentingan 
politis adikuasa, pertentangan agama, dan konfrontasi ideologi. 
Gagasan tentang perdamaian umat manusia menjadi utopia yang 
selalu didengungkan oleh setiap peradaban beserta harapan untuk 
mencapai derajat kehidupan yang lebih bermartabat. Sayangnya, 
dunia telah mencatat dua episode kelam kebrutalan negara dan umat 
manusia memperlakukan hasrat kepentingannya. Perang Dunia dan 
beberapa macam agresi militer yang memakan jutaan korban jiwa 
menunjukkan bahwa kehadiran negara masih belum mampu 
menjawab seruan tentang perdamaian tersebut. Negara pada titik ini 
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masih dianggap sebagai identitas lanjutan daripada gelombang nafsu 
keserakahan terhadap kekuasaan. Dalam sebuah pandangan yang 
agak kritis, para ahli Hukum Internasional dari kalangan Mazhab 
Realis mendeskripsikan Negara sebagai, aktor kesatuan rasional 
(rational unitary actors) yang terutama hanya peduli dengan 
kebertahanan hidup di dalam sistem anarkis, memiliki “tujuan-tujuan 
yang tetap dan saling berbenturan”, serta terutama berfokus kepada 
distribusi kemampuan-kemampuan militer1. Sudut pandang ini 
sedikitnya menggambarkan pola relasi sesungguhnya yang terbangun 
diantara negara-negara. Dimana dalam penggambaran tersebut, 
negara dianggap berkutat dalam kondisi yang serba anarkis dan 
memendam kecurigaan satu sama lain. Suatu kondisi yang 
mensyaratkan penggunaan kekuatan dan juga egosentri mutlak 
terhadap kepentingan domestik dari setiap negara sehingga 
menyebabkan rentannya negara-negara untuk berkonflik satu sama 
lain. Bahkan, dengan segala amunisi yang dimilikinya, Negara 
dianggap selalu terlibat perebutan dengan satu sama lain demi 
memaksimumkan kekuasaan materi relatifnya2. Kepentingan nasional 
didefinisikan sebagai orientasi mutlak yang harus dipenuhi oleh  
pemegang kekuasaan, bahkan jika keadaan tersebut mengantarkan 
                                           




kepada perbenturan antar negara. Maka, konfrontasi militer tidak 
jarang menjadi bentuk yang umum dari perbuatan negara yang selalu 
mengatasnamakan kedaulatan nasional sebagai pedoman utama 
hubungan yang dilalukan oleh setiap negara. 
Argumen teoritis yang diungkapkan dalam perspektif tersebut 
ternyata dianggap melupakan salah satu kebutuhan pokok dalam 
suatu kehidupan bernegara. Walaupun dalam sebagian besar perilaku 
negara dianggap sangat egoistis, ternyata kebutuhan untuk 
mengadakan relasi dengan negara-negara lain adalah suatu 
kepentingan yang esensial. Ada berbagai faktor yang secara spesifik 
menyebabkan negara hidup secara independen serta melepaskan 
ketergantungannya terhadap negara-negara lainnya merupakan 
sebuah kemustahilan. Mochtar Kusumaatmaja, dalam pandangannya 
menyatakan bahwa hubungan dan kerja sama yang timbul antar 
negara disebabkan adanya pembagian kekayaan alam dan 
perkembangan industri yang tidak merata di dunia. Disamping itu, 
hubungan dan kerjasama internasional juga dianggap penting, oleh 
karena : 
a) Kepentingan untuk memelihara dan menciptakan hidup 
berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain; 
b) Kepentingan untuk mencegah konflik, perselisihan, 
permusuhan atau persengketaan yang mengancam 
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perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan 
nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara di dunia; 
c) Kepentingan untuk mengembangkan cara penyelesaian 
masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi 
yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai 
dan berpegang kepada nilai-nilai etik dalam pergaulan 
antarbangsa 
Beberapa faktor tersebut sedang menunjukkan bahwa sesudah 
lahirnya produk negara-bangsa modern, fenomena yang terjadi, 
sesungguhnya bergerak kepada model konstelasi bangsa-bangsa 
yang menuju pada satu kesatuan yang lebih luas. Dunia Zaman 
Pertengahan, mendalilkan terciptanya satu negara dunia yang 
menempatkan Gereja sebagai pemegang otoritas tunggal sehingga 
melahirkan berbagai macam ekspansi-ekspansi religius. Sedangkan, 
era setelah Renaissance telah membawa negara-negara mengambil 
dalil pokok lainnya, yakni suatu dunia yang dihuni oleh negara-negara 
bersifat sekular, nasional dan territorial serta diikat oleh suatu hukum 
yang berkekuasaan tinggi3. 
Fakta tentang polarisasi kedua variabel tersebut menyebabkan 
sulitnya merumuskan sebuah format yang menjamin hadirnya sebuah 
                                           
3 J.L Brierly. 1996, Hukum Bangsa-Bangsa, Diterjmahkan : Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, , hlm. 6 
7 
 
tatanan dunia yang lebih bermartabat, antara kebutuhan untuk saling 
bekerja sama dan kepentingan nasional negara-negara. Di satu sisi 
tidak bisa dipungkiri bahwa negara membutuhkan kehadiran negara 
lainnya dalam upayanya membangun peradaban dan meningkatkan 
derajat kesejahteraan rakyatnya, sedangkan di sisi lainnya praktik 
faktual yang terjadi anatara negara-negara ini selalu menunjukkan 
bahwa konfrontasi-konfrontasi akibat egosentris negara menyebabkan 
fragmentasi negara kuat-lemah akan selalu ada. Keadaan ini akhirnya 
menjebak kepada brutalisme negara-negara akibat tidak adanya 
pedoman pokok yang disepakati secara mutlak. Sebagai aturan main 
dan landasan yuridis dalam berinteraksi. Kesukaran-kesukaran ini 
akhirnya menghendaki lahirnya suatu institusi untuk dapat 
menjalankan tugas utama untuk memelihara perdamaian dan 
keamanan dunia yang menjadi fokus utama dari perhatian masyarakat 
Internasional, akibat banyaknya rangkaian peristiwa yang 
menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Gagasan-gagasan tentang 
perdamaian dunia selalu menjadi wacana utama dalam setiap 
konferensi elit para pemimpin-pemimpin dunia, bahkan setelah 
gagalnya Liga Bangsa-Bangsa mencegah dunia terkurung dalam 
konflik terbesar sepanjang sejarah umat manusia, yakni Perang Dunia 
I dan II. Implikasi traumatik yang melanda manusia seusai perang 
tersebut segera melahirkan deklarasi kemanusiaan untuk membentuk 
8 
 
institusi khusus dalam menangani persoalan utama ini, yaitu 
perdamaian dan keamanan dunia.  
Tahun 1945 sebuah institusi yang diwacanakan ini akhirnya 
resmi berdiri, dengan mengambil nama Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB). Badan ini diserahkan tanggung jawab utama di dalam 
memelihara perdamaian dan keamanan dunia, seperti yang tercantum 
dalam Piagam PBB Pasal 1 angka 1 terkait tujuan PBB, yang 
menyatakan4 : 
“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan 
untuk tujuan itu; melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif 
untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap 
pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan 
menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-
prinsip keadilan internasional, mencari penyelesaian terhadap 
pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat 
mengganggu perdamaian” 
Rumusan yang dimuat dalam pasal tersebut secara eksplisit 
mengatur mengenai tujuan pokok yang hendak dicapai oleh PBB, 
walaupun dalam pasal tersebut masih terdapat empat angka lanjutan 
yang menjadi tujuan dari PBB namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
fungsi untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia merupakan 
argument paling penting dari dibentuknya  institusi ini. Kehendak dari 
negara-negara untuk membangun sebuah tatanan kehidupan 
                                           
4 Lihat Pasal 1 Piagam PBB 
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internasional yang tertib dan damai, pasca dua episode perang dunia 
yang sangat brutal, mengharuskan adanya sebuah institusi khusus 
yang menertibkan setiap indikasi perlawanan terhadap perdamaian 
dunia.  
Di dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, PBB 
membentuk suatu organ khusus yang diberikan kewenangan dalam 
memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Secara struktural PBB 
memberikan mandat kepada Dewan Keamanan (United Nation 
Security Council) sebagai salah satu dari enam badan utama dengan 
segala perangkat istimewa dalam menjalankan fungsi pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan dunia. Bahkan, dalam perkembangannya 
banyak yang melihat DK PBB dengan segala kewenangan yang 
dimilikinya menjadi organ yang sangat powerfull untuk menentukan 
kebijakan-kebijakan pokok menyangkut peristiwa penting masyarakat 
internasional. 
Akan tetapi, pada prosesnya beragam konflik-konflik 
internasional masih tetap mewarnai kehidupan masyarakat 
internasional. Berbagai macam agresi militer tetap dilancarkan oleh 
beberapa negara terhadap negara lainnya. Yang terbaru yaitu konflik 
Suriah, klaim terhadap otoritas kekuasaan telah menyebabkan 
pecahnya konflik yang melibatkan beberapa entitas yang masing-
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masing memiliki tuntutan politik. Rezim tentu berwenang untuk 
menertibkan kegaduhan yang ditimbulkan oleh para ‘pemberontak’ 
walaupun dalam  berbagai kampnye politisnya rezim Bashar selalu 
menggunakan aksi represif untuk membungkam lawan politiknya. DI 
sisi lain, sebagian besar rakyat yang bermadzhab Sunni juga telah 
menelan kekecewaan yang mendalam atas ototriterianisme yang telah 
diperagakan oleh Presiden Bashar Assad selama kurang lebih 40 
tahun. Kemudian hadir juga entitas baru yang berkehendak mendirikan 
Negara Khilafah Islamiyah yang diusung oleh ISIS sebagai tonggak 
peradaban Islam di bumi Syam (Suriah). Walaupun dalam kacamata 
global terlihat bahwa yang terjadi di Suriah merupakan konflik internal 
yang terkait dengan friksi antara rezim dan oposisi maupun juga ISIS 
yang terlibat secara aktif dalam konflik ini, keterlibatan negara-negara 
lainnya dalam memberikan dukungan terhadap pihak-pihak tertentu 
sudah mengubah konstelasi konflik yang terjadi di Suriah. Bahkan, 
beberapa negara yang notabene merupakan anggota dari dewan 
keamanan PBB terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada problematika kemanusiaaan yang belum 
mampu dijawab secara kontekstual oleh peran Dewan Keamanan 
PBB. Bahkan, suatu kritikan dilayangkan terkait eksistensi DK PBB 
beserta fungsi Peace Keeper yang diembannya dianggap tidak lebih 
dari suatu bentuk epifenomenon terhadap kepentingan politik yang 
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diusung oleh para negara-negara adidaya sebagai entitas kekuasaan 
terkuat. Struktur keanggotaan DK PBB yang meberikan keistimewaan 
khusus terhadap negara-negara pemegang keanggotaan tetap 
menjadi sebuah permasalahan tersendiri. Dengan kewenangan dan 
amunisi vetonya kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh DK 
PBB dianggap sarat dengan muatan politis sehingga jarang 
memberikan sebuah jalan solutif akan suatu isu konflik global. Apalagi 
dalam beberapa konflik terlihat secara jelas keterlibatan salah satu 
anggota DK PBB sebagai aktor dalam meletusnya konflik 
kemanusiaan tersebut. Sebuah pertanyaan besar lalu diajukan untuk 
menguji seberapa relevan fungsi pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan dunia yang diberikan kepada DK PBB dengan harapan 
dunia untuk menciptakan sebuah tatanan dunia yang lebih 
bermartabat. 
Pertanyaan-pertanyaan besar ini merupakan salah satu alasan 
penulis untuk menyusun pembahasan ini. Bagaimana melihat Dewan 
Keamanan PBB sesungguhnya diberikan harapan yang besar untuk 
mampu mengawal peradaban dunia dari situasi yang penuh konflik 
kepada suatu tatanan dunia yang partispatif berdasarkan prinsip 
kerjasama internasional dan di sisi lain juga menciptakan ketertiban 
bagi seluruh masyarakat internasional. Tetapi di saat yang sama 
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menunjukkan fenomena kontradiktif terkait praktik faktualnya yang 
masih menunjukkan adanya kesenjangan yang begitu lebar terkait 
implementasi fungsi dari DK PBB sendiri, kegagalan untuk menjadi 
penengah yang solutif akan setiap permasalahan. Selanjutnya juga 
berkaitan dengan kondisi kekinian yang terjadi di Suriah, 
bagaimanakah sesungguhnya peran DK PBB mampu menjawab krisis 
kemanusiaan yang terjadi di sana.  
B. Rumusan Masalah 
Terkait dengan uraian di atas, penulis berkehendak untuk 
menyusun suatu analisis yang berkaitan dengan peran serta fungsi 
Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan konflik internasional, 
khususnya terkait dengan kondisi yang terjadi di Suriah saat ini. Dari 
uraian tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah Dewan Keamanan PBB telah bertindak sesuai 
dengan kerangka Piagam PBB? 
2. Bagaimana identifikasi konflik bersenjata yang terjadi di 
Syria ?  
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
A. Tujuan Penulisan  
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Adapun tujuan dari penulisan ini ialah : 
1. Untuk mengetahui efektifitas Dewan Keamanan PBB dalam 
menjaga serta memelihara perdamaian dan keamanan 
dunia 
2. Untuk jenis konflik bersenjata yang terjadi di Syria. 
 
B. Kegunaan Penulisan  
Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah : 
1. Sebagai salah satu rujukan terhadap masalah Dewan 
Keamanan PBB yang dapat digunakan dalam penelitian-
penelitian selanjutnya. 
2. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
3. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi Mahasiswa 










A. Konflik  Bangsa dalam Hubungan Internasional 
Di antara penyebutan nomenklatur mengenai sengketa dan 
konflik internasional ini, para ahli hukum internasional memiliki 
berbagai pandangan yang secara spesifik memberikan definisi terkait 
keduanya. Salah satu pendapat yang cukup meyakinkan dikemukakan 
oleh John Coller & Vaughan Lowe, yang memberikan perbedaan 
terkait definisi mengenai sengketa (dispute) dan konflik (conflict), 
dalam pandangannya ia menyatakan sengketa sebagai “a specific 
disagreement concerning a matter of fact, law or policy in which a 
claim or assertion of one party is met with refusal, counter claim or 
denial by another”5. Sedangkan, konflik disebutkan sebagai istilah 
yang lebih umum atau genus dari pertikaian (hostility) antara pihak-
pihak yang seringkali tidak fokus. Dengan demikian, menurut Sefriani, 
setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat 
dikategorikan sebagai sengketa (dispute)6.  
Pernyataan ini menunjukkan adanya perbedaan yang terdapat 
antara kedua nomenklatur tersebut. Dalam hal ini, ada beberapa 
                                           




pendapat yang berupaya untuk mengkategorikan secara tegas 
mengenai fenomena-fenomena yang dapat dikatakan sebagai suatu 
sengketa dan konflik internasional. Friksi yang terjadi antara Malaysia 
dan Indonesia menyangkut kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, 
dalam konteks pengertian ini digolongkan sebagai suatu sengketa, 
oleh karena menyangkut sebuah perselisihan terkait fakta tertentu 
yaitu soal status kepemilikan pulau. Sedangkan, beberapa 
perseteruan internasional lainnya seperti perseteruan antara Israel dan 
Palestina, diklasifikasikan sebagai konflik internasional. Hal ini 
dikarenakan oleh kompleksnya situasi yang meliputi perseteruan 
antara kedua negara, sehingga dianggap merupakan suatu kondisi 
yang lebih tepat untuk disebut dengan nomenklatur konflik 
internasional7. 
 Akan tetapi, kecenderungan untuk mengatakan bahwa setiap 
sengketa  merupakan konflik memberikan pemahaman yang sangat 
membantu untuk menjelaskan praktik aktual yang memperlihatkan 
bahwa sesungguhnya baik sengketa maupun konflik internasional 
merujuk kepada muatan permasalahan yang sama dan pada akhirnya 
selalu disinkronisasikan dengan metode penyelesaian yang serupa. 
Artinya, walaupun dari segi definisi kedua terma tersebut menyebutkan 




kategori-kategori yang berbeda untuk menunjukkan ketidaksamaan 
antara keduanya, tidak dapat dipungkiri penggunaan istilah tersebut 
merupakan sesuatu yang secara substansial menunjuk pada konten 
yang serupa. Sehingga, dalam poin ini penulis mencoba, untuk 
menunjang tema utama dalam pembahasan ini, akan lebih 
menitikberatkan penggunaan istilah  konflik internasional sebagai 
suatu realitas global, karena menyangkut dengan alasan-alasan 
perseteruan yang sangat kompleks sifatnya. Penggunaan istilah yang 
lebih umum, yakni konflik akan digunakan untuk mencakupi semua 
faktor yang menyebabkan timbulnya perselisihan antar negara.  
Konflik menggambarkan sebuah pertikaian, perselisihan 
maupun ketidaksepahaman antara dua orang atau lebih dan antara 
dua golongan atau lebih. Sebagian pakar menggambarkan konflik 
terjadi ketika dua pihak atau lebih percaya bahwa mereka memiliki 
ketidakselarasan tujuan atau suatu perjuangan untuk mendapat status, 
kekuasaan, dan sumber daya, yang tujuannya adalah untuk 
meniadakan saingan. Cara berpikir dan bertindak untuk meniadakan 
saingan atau rival yang berpotensi merebut, menghalangi niat 
seseorang atau satu golongan untuk mendapatkan apa yang mereka 
inginkan inilah yang seringkali menyebabkan konflik. Kehidupan sosial 
suatu masyarakat pasti akan mengalami konflik akibat pergesekan 
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antar-kepentingan yang seringkali tidak dapat dihindari. Hal yang perlu 
dihindari dalam berkonflik adalah timbulnya kekerasan yang bersifat 
destruktif terhadap suatu tatanan tertentu. 8 
  Aktivitas yang seringkali timbul dalam interaksi antar negara 
ini, secara umum telah menyebabkan suatu dinamika yang berpotensi 
membawa keadaan global ke dalam situasi yang sangat resisten bagi 
kelangsungan kehidupan umat manusia. Telah dipaparkan 
sebelumnya, adalah merupakan suatu keniscayaan untuk sebuah 
negara menjalin sebuah relasi horizontal dengan negara lainnya. Oleh 
karena kebutuhan nasional seringkali tidak mampu dipenuhi secara 
mandiri, serta perimbangan sumber daya alam dan kekayaan negara 
yang tidak merata satu sama lain menjadikan terma hubungan 
internasional akan selalu langgeng dalam sejarah peradaban. 
Walaupun istilah ‘Internasional’ ini sendiri baru diperkenalkan oleh 
Jeremy Bentham pada sekitaran abad ke-179, pola kerjasama antar 
bangsa sesungguhnya telah dibangun sejak manusia mulai 
mengetahui kompleksitas kebutuhan pribadinya. 
                                           
8 Nuriyeni K Bintasari, Gender dan Konflik Politik Internasional,   Jurnal YINYANG Vol : 4, 
(Purwekorto, 2009), hlm.1 
 
9 T. May Rudy, 2011, Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-Masalah Global, Refika 
Aditama, Bandung, hlm.4 
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 Dan pada titik itupula seluruh naluri agresivitas bergejala. Pola 
kerja sama yang terbangun untuk memenuhi kebutuhan nasional 
seringkali tidak diikuti oleh kebijaksanaan dalam mengelola 
egosentrisme masing-masing negara. Sehingga, pembicaraaan 
mengenai konflik (pertentangan) serta kompetisi (persaingan) 
merupakan hal-hal yang tidak mudah terhindarkan dalam interaksi 
suatu hubungan internasional10. Struktur masyarakat internasional 
yang dikenal  hari ini harus dikatakan merupakan hasil dari  
pengalaman-pengalaman tertentu mengenai interaksi konflik dari titik 
yang sangat rendah sampai kepada titik paling tinggi (Perang Dunia). 
Inilah yang disebutkan oleh Taquiri (1997), ketika menggambarkan 
konflik sebagai suatu warisan kehidupan kehidupan sosial. Ia 
menganggap konflik adalah bagian nyata dari relitas, yang turut serta 
dan secara aktif berpartispasi membangun suatu tatanan tertentu 
dalam lingkup kehidupan sosial. Sejalan dengan itupula definisi yang 
sangat spesifik diberikan oleh Myers untuk menggambarkan konflik 
berdasarkan dua sudut pandang, yaitu : 
1. Pandangan tradisional, dalam pandangan ini konflik dianggap 
sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari. Pandangan 
ini sangat menghindari  adanya konflik karena dinilai sebagai 
                                           
10 Ibid, hlm.2. 
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faktor penyebab pecahnya suatu kelompok dan organisasi. 
Bahkan seringkali, konflik dikaitkan dengan kemarahan, 
agresivitas, dan pertentangan baik secara fisik maupun 
dengan kata-kata kasar. Apabila telah terjadi konflik, pasti 
akan menimbulkan sikap emosi dari tiap orang di kelompok 
atau organisasi itu sehingga akan menimbulkan konflik yang 
lebih besar. Oleh karena itu, menurut klaim tradisional, konflik 
haruslah dihindari. 
2. Pandangan kontemporer, dalam pandangan ini konflik 
dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dielakkan 
sebagai konsekuensi logis interaksi manusia. Namun, yang 
menjadi persoalan adalah bukan bagaimana meredam 
konflik, tetapi bagaimana menanganinya secara tepat 
sehingga tidak merusak hubungan antar pribadi bahkan 
merusak tujuan organisasi. Konflik dianggap sebagai suatu 
hal yang wajar di dalam organsasi. Konflik bukan dijadikan 
suatu hal yang bersifat destruktif. Melainkan, harus dijadikan 
suatu hal yang konstruktif di dalam membangun organisasi 
tersebut.11 
                                           




Tipologi konflik yang disebutkan oleh Myers diatas menunjukkan 
pertalian yang nyata antara manusia atau bahkan negara, sebagai 
satuan individu yang sulit sekali untuk bertindak secara individual, 
selalu berkaitan dengan potensi intrik yang selalu terpendam di dalam 
seluruh aktivitas relasi yang terbangun pada suatu kelompok atau 
tatanan tertentu. Sehingga, kebutuhan untuk melahirkan suatu struktur 
yang berfungsi untuk meminimalisir potensi tersebut menjadi sangat 
esensial. 
 Berbicara dalam konteks negara, konflik yang terjadi bukan 
hanya berarti perang. Adalah merupakan suatu kesalahan yang cukup 
fatal ketika deskripsi mengenai konflik secara langsung dipersamakan 
dengan perang, bahkan dalam beberapa konflik kontemporer 
beberapa negara dengan segera mengklaim bahwa tindakan yang 
dilakukannya bukanlah suatu perang walaupun secara nyata telah 
terjadi agresi militer, atau yang setaraf dengan itu seperti “perang 
asimetris”,12 dalam pengertian yang sangat luas suatu konflik dalam 
hubungan antar bangsa dapat berwujud berupa krisis hubungan 
diplomatic, protes, penolakan, tuduhan, tuntutan (claim), peringatan 
                                           
12 Perang Asimetri (Asymetric Warfare) merupakan istilah yang relative baru yang bermakna 
penggunaan metode     atau taktik non-konvensional untuk menandingi/membalas kepada pihak lawan 
sehubungan dengan tidak seimbangnya kapabilitas militer (superioritas kekuatan militer konvensional 
pihak lawan) bila terjadi perang/pertempuran. Jadi, taktik yang digunakan adalah terorisme, perang 
inkonvensional atau perang gerilya. () 
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(warning), ancaman, tindakan balasan (retorsi atau reprisal), serta 
pemboikotan produk.13 Berbagai macam tindakan-tindakan inilah yang 
memberikan identifikasi khusus mengenai kondusifitas hubungan di 
antara negara-negara, dan tidak jarang bahwa hubungan-hubungan 
tersebut senantiasa bersifat fluktuatif dalam dinamika politik yang 
cukup cair dan dinamis. 
Hubungan-hubungan itulah yang sedikitnya menyumbang 
bahan terkait kajian para teoritikus hukum internasional. Argumentasi 
yang cukup sinis disampaikan oleh pakar teoritis hukum internasional 
dari kalangan Realis, yang sedikit banyak menggambarkan bagaimana 
konstruksi sistem internasional diprakarsai oleh negara-negara ini. 
Dalam citra realis mengenai politik dunia, Negara dianggap selalu 
terlibat perebutan dengan satu sama lain demi memaksimumkan 
kekuasaan materi relatifnya14, dalam teorinya tersebut para eksponen 
dari kalangan realis ini menganggap bahwa struktur masyarakat 
internasional yang dibangun pada hari ini merupakan suatu sistem 
yang sangat anarkis. Negara dianggap sebagai subjek yang hanya 
memanfaatkan keberadaan sistem demi mengeruk keuntungan 
sebanyak-banyaknya bagi kepentingan nasionalnya. Implikasinya 
justru terjadi ketika berbagai kepentingan nasional itu bertemu dalam 
                                           
13 T. May Rudy, Op.Cit. hlm. 3 
14 Cristian Reus Smit, Politik Hukum Internasional,  Nusa Media, Bandung, 2015, hlm.23 
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lapangan aksi yang saling memungkinkan untuk melancarkan 
penggunaan kekuatan, bahkan dalam distribusi aksi militerisme, 
sehingga tatanan yang terwujud merupakan tatanan yang 
mempersilahkan brutalisme. Paralel dengan apa yang didengungkan 
oleh Hobbes dengan teori Homo Homini Lupusnya, walaupun konteks 
pembicaraan ini merupakan negara.  
 Dan ini menjelaskan sedikit mengenai tindakan dan perilaku 
negara yang dapat diberikan analisis kritis mengenai latar 
belakangnya untuk melancarkan suatu aksi tertentu, yang dalam 
banyak kejadian berbentuk indikasi yang sifatnya agresif kepada 
negara lainnya. Beberapa negara tertentu bahkan terlihat tidak 
berupaya untuk menyembunyikan niatnya dalam melancarkan agresi 
kepada negara lainnya. Fragmentasi kutub politik yang berkembang 
dalam dinamika hubungan internasional kontemporer menciptakan 
adanya ruang untuk meminta persetujuan internasional atas serangan 
yang dilancarkan. Terlihat bahwa Israel memanfaatkan situasi ini 
dengan sangat baik untuk bisa mendapatkan legitimasi publik atas 
agresi militernya ke dalam yurisdiksi Palestina. Kedekatan diplomatik 
dapat berkembang menjadi sebuah perlindungan diplomatik, yang 
membuatnya aman dari keberlakuan norma hukum internasional 
sebagai penegak keadilan bagi setiap pelanggar tatanan ini. Israel 
23 
 
dengan sangat baik mengartikulasikan kepentingan nasionalnya dan 
mencoba mengambil keuntungan dari sistem yang anarki ini  dalam 
usahanya untuk mendeklarasikan kehadiran tanah milik kaum Yahudi.  
Diantara sebab timbulnya konflik-konflik tersebut dapat 
dijelaskan berbagai faktor yang melatar belakanginya, faktor-faktor 
tersebut antara lain:15 
a. Kesalahpahaman di dalam menafsirkan isi suatu 
perjanjian yang dibuat 
b. Salah satu pihak mengingkari isi perjanjian 
c. Penghinaan terhadap harga diri negara lain 
d. Intervensi yang dilakukan suatu negara terhadap negara 
lain 
e. Perebutan sumber-sumber ekonomi 
f. Perebutan pengaruh ekonomi, politik atau keamanan 
regional dan internasional 
Faktor-faktor tersebut menjelaskan alasan yang mendasari timbulkan 
friksi di antara negara-negara. Tentu dalam lebih banyak fenomena 
konflik lainnya akan banyak ditemukan varian rasio lain yang 
mendasari terjadinya pertikaian-pertikaian tersebut. Beberapa faktor 
                                           
15 http://difanetblog.blogspot.co.id/2016/02/konflik-antar-bangsa-dalam-hubungan.html., diakses pada 
Tanggal 21 April 2017 Pukul 13.30 WITA 
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seperti masalah etnis, pelanggaran HAM, meningkatnya volume 
pengungsi adalah variabel lain yang seringkali menjelaskan tentang 
meletusnya sebuah konflik globa yang dapat mengancam perdamaian 
dunia. 
Dalam situasi yang dianggap anarkis seperti itu, sebenarnya 
ada tiga pilihan bagi tiap negara bangsa untuk dapat menjamin 
keamanannya. Ketiga cara tersebut adalah menciptakan pemerintahan 
dunia (world government), pembentukan aliansi militer dan 
menggunakan konsep keamanan kolektif (collective security)16. 
Konsep yang pertama menemui kendalanya pada absolutisme 
kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Hampir agak sulit untuk 
menemukan mufakat bagi pemberian suatu otoritas tunggal yang 
memiliki kewenangan untuk mengatur dunia. Konsep kedaulatan ini 
mengakibatkan negara-negara menjadi relatif lebih otonom dan sulit 
terunifikasi dalam satu otoritas tunggal. Pilihan kedua dan ketiga 
dalam praktiknya relatif telah banyak dilakukan oleh negara-negara. 
Aliansi militer yang pernah dikenal seperti NATO, ASEAN Security 
Community, pada prinsipnya menggunakan tiga konsep yang saling 
melengkapi: Keamanan Kolektif, Diplomasi Preventif dan Pertahanan 
Bersama. Demikian halnya, dengan konsep keamanan kolektif yang 
                                           
16 Nuriyeni K Bintasari, Loc.Cit. hlm.3 
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selama ini memang telah menjadi isu global yang melatarbelakangi 
beberapa institusi khusus demi mempelopori terciptanya sebuah 
kehidupan dunia yang damai dan aman. Salah satunya ialah 
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akan tetapi, untuk menjelaskan progres 
daripada kelahiran entitas-entitas ini masih menimbulkan beberapa 
pertanyaan kritis. 
B. Tinjauan Mengenai Dewan Keamanan PBB (Security Council of 
United Nations) 
B.1. Pemeliharaan Perdamaian dalam Kerangka PBB 
 Dinamika yang sangat menarik mengenai tatanan masyarakat 
internasional ini, yang dengan sangat sinis dilihat oleh para eksponen 
HI sebagai sebuah tatanan yang penuh dengan anarki, menyebabkan 
lahirnya argumentasi-argumentasi lain yang menyerukan hadirnya 
suatu institusi khusus dengan fungsinya dalam menciptakan ketertiban 
dan memaksa keberlakuan hukum. Hal ini tidak lagi dapat dipungkiri 
tatkala negara, sebagai aktor yang rasional, memahami bahwa 
kepentingannya justru seringkali tercapai dengan efektif melalui 
metode kerja sama17. Walaupun munculnya faktor-faktor seperti 
kecurangan, kurangnya informasi, dan tingginya biaya transaksi 
menjadikan pola kerja sama terjebak pada kondisi-kondisi yang 
                                           
17 Cristian Reus Smit, Loc.cit, hlm. 27 
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anarki18. Oleh karenanya, solusi terbaik yang bisa digagas untuk bisa 
mengatasi keadaan ini ialah, dengan mengadakan suatu interupsi atas 
pembiaran brutalisme yang selama ini selalu diperagakan oleh tiap 
negara. 
 Setelah tragedi yang mencekam dunia diantara tahun 1942-
1945, Presiden Franklin D. Roosevelt menyerukan pembentukan suatu 
institusi demi mencegah dunia terjebak dalam tragedi yang sama 
seperti ketika meletusnya Perang Dunia II. Tanggal 26 Oktober 1945, 
badan ini akhirnya secara resmi didirikan atas kesepakatan bersama 
para pemimpin dunia, kala itu dengan semangat untuk mewujudkan 
perdamaian dunia. Frasa ini bahkan tercantum dengan sangat tegas 
pada dokumen konstitusional yang mendasari hadirnya Perserikatan 
ini, dalam pembukaan piagam PBB dapat ditemukan semangat nyata 
untuk menciptakan suatu tatanan yang menjamin keamanan dunia 
seperti diungkapkan dalam kalimat berikut, “We the peoples of United 
Nations determined to save our succesding generations from scourge 
war which twice in our lifetime has brought sorrow to mandkind’19 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tekad untuk 
menciptakan kehidupan yang damai dan bermartabat akan selalu 
menjadi impian dari setiap negara, terlepas dari seluruh kebrutalan 
                                           
18 Ibid, hlm.100. 
19 Lihat Pembukaan Piagam PBB 
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yang seringkali mewarnai hubungan di antara negara-negara tersebut. 
Momentum ini sekaligus memperlihatkan bahwa dalam ruang interaksi 
yang mempersilangkan berbagai kepentingan, mutlak dibutuhkan 
kehadiran suatu aturan baku yang menjadi pengikat/batas bagi setiap 
negara sebagai penstruktur dalam upayanya memenuhi kepentingan 
masing-masing. Gagasan inilah yang kelak menjadi sebuah titik tolak 
penting untuk melihat relasi yang terbangun antara politik dan hukum 
internasional. Bahwa dengan sangat sadar, dipahami jika politik selalu 
identik dengan tipikal aksi deliberatif yang melahirkan berbagai 
ekspresi atau tindakan dalam upaya mencapai tujuan, akan tetapi 
penting untuk diingat pula politik juga membutuhkan sarana sebagai 
alat penstruktur atau peñata, sebagai mekanisme pembingkai politik.20 
Disisi inilah hukum menjadi sangat esensial. Argumentasi ini telah 
membawa pengertian yang menjadi pemahaman baku dalam sistem 
internasional, yang mana politik telah membentuk sistem hukum 
internasional akan tetapi pada gilirannya kemudian aksi politik 
tersebutlah yang distrukturkan oleh hukum21. Dalam konteks tersebut, 
landasan awal penciptaan institusi PBB ini mendapatkan legitimasinya. 
Dan harapan yang tertinggi terletak pada usaha-usahanya untuk 
mewujudkan perdamaian dunia. 





  Dalam kajian Hukum Internasional, istilah institusi yang 
dimaksudkan ini  dikaitkan dalam kajian Organisasi Internasional. 
Dimana organisasi internasional ini diakui sebagai subjek HI yang 
berhak memiliki hak dan kewajiban. Suatu spesifikasi yang harus 
dimiliki bagi suatu organisasi internasional ialah memiliki legal 
personality dan legal capacity demi menunjang penunaian tugas dan 
fungsi organisasi tersebut.22 Ketika suatu organisasi internasional telah 
mengantongi international personality maka secara otomatis 
organisasi tersebut merupakan badan hukum (legal person) tersendiri 
yang terpisah dari negara-negara anggotanya23. Hal ini menjadikan 
munculnya entitas hukum yang berbeda atau terpisah fungsi, hak dan 
kewajiban dengan negara-negara anggotanya Dimilikinya international 
personality ini juga menjadikan PBB dapat melaksanakan tanggung 
jawab sesuai fungsinya, seperti dapat mengajukan tuntutan kepada 
negara non anggota apabila terbukti adanya pelanggaran 
Internasional, sehingga atribut tersebut mendukung eksistensi dari 
kehadiran organisasi internasional seperti PBB.24 
  Untuk memiliki legal personality tersebut sebagai bukti adanya 
pengakuan terhadap eksistensi organisasi sebagai subjek hukum 
                                           
22 Sefriani, Peran Hukum Internasional: Dalam Hubungan Internasional Kontemporer,Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2016, hlm.194 
23 Ibid. 
24 Ibid  
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internasional, setiap organisasi internasional harus memenuhi 
karakteristik sebagai berikut :25 
1. Dibentuk dengan suatu perjanjian internasional oleh lebih 
dari dua (2) negara, apa pun namanya dan tunduk pada 
rezim HI; 
2. Memiliki konstitusi atau instrument dasar yang mengatur 
tentang tujuan organisasi; struktur organisasi, masalah 
keanggotaan, mekanisme pengambilan keputusan, 
kompetensi atau kecakapan hukum organisasi, hak dan 
kewajiban anggota organisasi, kekebalan dan 
keistimewaan organisasi, pengunduran diri, sanksi, 
pembubaran organisasi, penyelesaian sengketa, dan 
lain-lain; 
3. Memiliki sekretariat tetap 
 
Identifikasi kategori-kategori tersebut menjadi sangat penting untuk 
menilai seberapa kapabelnya suatu organisasi dalam melaksanakan 
tugas dan fungsinya. Dan keberadaan PBB sebagai salah satu entitas 
ini dianggap merupakan representasi paling awal dari kelahiran 
organisasi internasional (inter government organization) dan 
mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara-negara dunia. 
 Pun dalam tataran konsep, PBB juga dianggap hadir sebagai 
kristalisasi dari adanya konsep global governance26, yang mana 
konsep ini memberikan ruang bagi setiap aktor global untuk 
memberikan partisipasinya dalam satu kesatuan yang utuh. Global 
governance merupakan suatu konsep dimana individu, institusi publik 
                                           




maupun privat, mengatur kepentingan mereka bersama. Ketika 
manusia berinteraksi, mereka membangun struktur  yang memerlukan 
norma, aturan hukum dan institusi. Struktur ini memerlukan 
governance agar dapat melaksanakan fungsi yang berbeda-beda, 
tetapi yang terpenting adalah menciptakan ketertiban, stabilitas dan 
kepastian hukum.27 Sehingga sifatnya yang paling penting untuk 
diingat dalam penggambaran PBB bukanlah suatu susunan yang 
sifatnya hierarkhis, melainkan sebuah wadah yang mencerminkan 
relasi yang equal di antara negara-negara. 
 Kembali pada orientasi utama hadirnya PBB, bahwa dengan 
adanya implikasi traumatik warisan dari perang dunia, gagasan 
tentang pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia telah menjadi 
isu yang sangat sentral. Lahirnya PBB pada tahun 1945, disebut-sebut 
sebagai permulaan orde baru internasional. Sebab, maksud pokok 
para pendiri PBB, ialah menciptakan sistem keamanan kolektif untuk 
mencegah dunia terjebak kembali dalam bencana yang merugikan 
umat manusia . Semangat ini sebenarnya telah dimulai ketika bulan 
November 1943, sewaktu berkecamuknya perang, wakil-wakil dari 
Inggris, AS, Uni Soviet, dan Cina mengumumkan Declaration on 
General Security sebagai pakta bersama untuk menciptakan suatu 
                                           
27 Ibid, hlm.198 
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organisasi internasional demi pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan internasional. Sewaktu Piagam dirumuskan, mukadimahnya 
mengajak negara-negara penanda tangan menyatukan kekuatan untuk 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan memastikan 
bahwa kekuatan bersenjata tidak akan digunakan kecuali bagi 
kepentingan bersama.  
 Sehingga konteks terpenting dari sejarah lahirnya PBB memang 
tidak dapat dilepaskan dari kaitan historis serta kepentingan untuk 
membangun masa depan dari umat manusia. Gagasan pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan dunia menjadi misi wajib yang harus 
diupayakan dalam pemenuhan fungsi dan tujuan lembaga ini. Sebagai 
bagian yang paling utama ini,  
 Oleh karena baragamnya fungsi PBB ini, Organsasi 
internasional seperti PBB dikategorikan sebagai organisasi yang 
memiliki peranan yang sangat kompleks karena memiliki fungsi 
sebagai berikut28: 
a) Berfungsi sebagai lembaga yudisial, artinya bahwa PBB 
menjalankan fungsi yudisial melalui badan prinsipalnya yang 
terkenal yaitu the International Court of Justice (ICJ) demikian 
                                           
28 Danial, Peranan Dewan Keamanan Internasional Dalam Proses Penyelesaian Konflik 
Internasional, http: journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28, diakses pada 29 
Januari 2017 pukul 13.30. 
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pula melalui the administrative tribunal of the ILO yang dibentuk 
berdasarkan Pasal 37 Konstitusi ILO serta melalui suatu badan 
kuasi-yudisial seperti the committee on freedom of Asociation 
yang bertindak swaktu-waktu atas nama governing body dari 
ILO. 
b) Berfungsi sebagai lembaga legislative dan administratif, 
dikatakan demikian karena PBB menjalankan fungsi legislatif 
atau administratif melalui resolusi-resolusi dan keputusan-
keputusan yang diambil dalam sidang Majelis Umum, demikian 
pula melalui keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat 
oleh Dewan Ekonomi & Social (ECOSOC) melalui berbagi 
macam konvensi, regulasi, dan prosedur yang dihasilkan 
Intenational Labour Organization (ILO). Dan lain-lain. 
c) Berfungsi sebagai lembaga eksekutif dan politik, dikatakan 
demikian karena melalui badan-badan prinsipalnya (principal 
organs) seperti Majelis Umum (General Assembly) dan Dewan 
Keamanan (Security Council) dalam arti memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional melalui ‘related 
agency’ yang bukan merupakan badan-badan khusus seperti 
the intenational atomic energy agency (IAEA), bahkan 
seterusnya melalui pasukan darurat PBB yang pernah bertugas 
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misalnya di Korea, Cyprus, Congo, Timur Tengah dan 
sebagainya. 
Eksistensi PBB dianggap sebagai perwujudan dari organ yang 
paling utama untuk mempelepori setiap tindakan yang bertujuan untuk 
menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan dunia, serta untuk 
menegakkan hukum internasional terhadap setiap upaya-upaya yang 
mengancam pecahnya stabilitas dan mengganggu perdamaian dunia. 
Sesuai dengan amanat pasal 1 ayat 1 Piagam PBB menguraikan 
tuntutan konstitusional lembaga ini dengan sangat jelas, yaitu 
memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu 
mengambil tindakan-tindakan kolektif yang efektif untuk 
pencegahan dan penghapusan ancaman terhadap perdamaian, 
untuk penindasan tindakan agresi atau pelanggaran-pelanggaran 
lainnya terhadap perdamaian, dan menyelesaikan secara damai 
sengketa-sengketa internasional atau keadaan yang dapat melanggar 
perdamaian.29 Beberapa klausa yang tercantum dalam muatan pasal 
tersebut sesungguhnya menggambarkan misi yang diusung oleh 
lembaga ini. 
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B.2  Dewan Keamanan PBB (Security Council of United Nation) 
 Berdirinya PBB sebagai organisasi yang diberikan tanggung 
jawab utama untuk menegakkan perdamaian dan menjaga stabilitas 
keamanan internasional, direpresentasikan dengan membentuk 
satuan organ khusus yang memiliki kewenangan dalam menjalankan 
segala tugas yang berkaitan dengan misi perdamaian dan keamanan 
internasional. Organ tersebut dikenal dengan istilah DK (Dewan 
Keamanan) PBB, yang mana DK PBB ini merupakan salah satu dari 
















Struktur Organisasi PBB 
 
       Keberadaan PBB sebagai organisasi dengan keanggotaan 
terbesar akhirnya menjadi sebuah kehadiran yang sangat signifikan. 
PBB adalah organisasi universal dengan kompetensi umum. PBB 
merupakan wadah bagi masyarakat internasional untuk berkoordinasi, 
menyelesaikan segala masalah yang timbul30.  
 Sehubungan dengan kepentingan untuk menjaga stabilitas 
perdamaian dunia tersebut, PBB memberikan kewenangan penuh bagi 
DK dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara perdamaian 
dan keamanan dunia. Peranan utama DK PBB adalah31 : 
 Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, 
negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama 
kepada Dewan Keamanan untuk pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan 
dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-
negara anggota 
Ketentuan tersebut telah menjelaskan secara eksplisit mengenai 
tanggung jawab yang diemban oleh DK PBB yang bertindak atas 
kepentingan negara-negara anggota. Sebagai organ yang utama 
dalam menegakkan usaha perdamaian dan kemanan internasional DK 
                                           
30 Sefriani, Loc.cit, hlm.203 
31 Lihat Pasal 24 Piagam PBB 
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PBB diberikan mandat resmi untuk mengambil segala macam 
kebijakan yang berkaitan dengan atas nama pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional Apalagi, untuk bertindak 
sebagai peacekeeper DK PBB tentu diharapkan mampu menuntun 
kehidupan masyarakat internasional yang lebih tinggi. Berbeda dengan 
anggaran dasar Liga bangsa-Bangsa yang dahulu sempat eksis, 
ketentuan yang dimuat oleh Piagam sesungguhnya tidak memuat 
mekanisme khusus yang mengatur terkait bagaiamana Dewan 
Keamanan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Frasa 
untuk dapat melakukan tindakan yang segera dan efektif seperti yang 
tercantum dalam Pasal di atas, menyiratkan bahwa Dewan Keamanan 
memiliki kebijaksaan pribadi di dalam menentukan tindakan-tindakan 
yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pemeliharaan dan 
perdamaian dunia.  Pembedaan yang penting untuk diperhatikan 
bahwa dalam menjalankan fungsinya, Dewan Keamanan memiliki dua 
tipikal kewenangan, yang pertama kewenangan untuk memajukan 
penyelesaian secara damai dan kewenangan yang berhubungan untuk 
memaksakan suatu keputusan tertentu32.   
                                           





 Hubungannya dengan tipe yang pertama, bahwa keputusan 
yang dikeluarkan Dewan dalam kondisi penyelesaian secara damai 
tidak lebih daripada bersifat anjuran kepada pihak-pihak yang 
berselisih. Dewan Keamanan boleh memanggil pihak-pihak dari suatu 
perselisihan untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai pilihan 
mereka sendiri. Dewan Keamanan boleh memeriksa suatu 
perselisihan atau suatu situasi yang dapat mengakibatkan sengketa 
internasional dan menimbulkan suatu perselisihan, agar dapat 
ditentukan apakah lanjutannya boleh jadi membahayakan perdamaian 
dan keamanan, serta pada suatu tingkat dari perselisihan, Dewan 
boleh “menganjurkan prosedur atau cara penyelesaian yang layak”.33 
 Tetapi apabila keputusan dewan keamanan menyangkut 
tindakan untuk memelihara perdamaian, maka keputusan tersebut 
lebih daripada sekedar anjuran semata, sebab mungkin menjadi 
perintah yang wajib dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB. 
Dalam hal ini, dewan keamanan harus menetapkan “adanya suatu 
ancaman bagi perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian, atau 
tindakan agresi”, serta mengemukakan anjuran atau memutuskan 




tindakan apa yang akan diambil untuk memelihara ataupun 
memulihkan perdamaian.34 
  Unsur pelimpahan tanggung jawab untuk setiap usaha 
pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia kepada DK PBB 
dapat terlihat dari beberapa tanggung jawab dari DK PBB yakni :35 
a) Dengan jumlah keanggotaan yang terbatas, seluruh tindakan 
yang dilakukan oleh DK PBB dianggap mewakili nama seluruh 
negara anggota PBB 
b) Dalam situasi tertentu, DK PBB dapat mengambil tindakan 
kepada negara yang notabene bukan merupakan anggota PBB, 
dan keputusan tersebut dianggap mengikat (Pasal 2 ayat 6) 
c) Salah satu kewenangan yang bersifat eksklusif terlihat dari 
ketentuan yang mensyaratkan kebulatan suara (rule of 
unanimity) atau yang lazim dikenal dengan istilah veto, 
sehingga kelima anggota PBB yang mendapatkan hak tersebut 
berwenang untuk memblokir usul-usul yang bersifat non 
procedural yang diajukan kepada Dewan Keamanan PBB 
termasuk untuk urusan amandemen terhadap piagam 
                                           




d) Dewan Keamanan diberikan keleluasaan untuk menentukan 
sendiri prosedur aturannya. 
Salah satu bentuk kewenangan ekslusif DK PBB lainnya terkait 
urusan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat 
ditemukan pada pasal 11 ayat 2 Piagam PBB yang menyangkut 
peranan Majelis Umum yaitu : 
“Majelis Umum dapat membahas dan membuat rekomendasi-
rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan 
pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu 
anggota PBB atau Dewan Keamanan atau oleh salah satu negara 
yang bukan anggota PBB” 
Berdasarkan pasal diatas ditemukan bahwa kekuasaan dalam 
menyelenggarakan usaha terkait perdamaian dan keamanan 
internasional juga dapat dilaksanakan oleh Majelis Umum PBB, akan 
tetapi kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum ini merupakan 
kewenangan yang bersifat terbatas, sebab berdasarkan Pasal 12 
Piagam, Majelis Umum dilarang membuat rekomendasi-rekomendasi 
terhadap persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan yang sedang 
dibahas oleh Dewan Keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa 
supremasi DK PBB dalam mengatur persoalan terkait perdamaian dan 
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keamanan internasional bersifat mutlak, dan ketentuan teserbut 
bersifat mengikat kepada seluruh subjek yang bersangkutan.  
 Dalam kaitannya dengan usaha-usaha pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional, PBB telah meletakkan lima 
prinsip dasar dalam Piagamnya, yaitu:36 
a) Prinsip untuk menyelesaikan permaslahan internasional secara 
damai (pasal 2 ayat 3 jo. Bab VI dan VII Piagam) 
b) Prinsip untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan 
(pasal 2 ayat 4 Piagam) 
c) Prinsip mengenai tanggung jawab untuk menentukan adanya 
ancaman (Pasal 39 Piagam) 
d) Prinsip mengenai pengaturan persenjataan (Pasal 26 Piagam) 
e) Prinsip umum mengenai kerjasama di bidang pemeliharaan 
perdamaian dan keamanan internasional. (Pasal 11 ayat 1 
Piagam). 
Beberapa prinsip tersebut juga menjadi pedoman pokok bagi Dewan 
Keamanan dalam melaksanakan tanggung jawabnya, yang bahkan 
dalam praktiknya beberapa prinsip tersebut dianggap sebagai suatu 
hak yang sangat istimewa bagi pemilik keanggotaan eksklusif Dewan 
Keamanan PBB. 
                                           
36 Danial, Loc.cit. 
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 Selain itu, dalam menegakkan mekanisme penyelesaian 
sengketa, beberapa prinsip utama dalam penyelesaian sengketa 
internasional tidak dapat dikesampingkan yakni sebagai berikut :37 
1. Prinsip good faith 
Prinsipini sangat fundamental untuk diterapkan dalam proses 
penyelesaian sengketa internasional. Prinsip ini dapat 
ditemukan dalam beberapa instrument hukum internasional. 
Menurut Huala Adolf prinsip ini tercermin dalam dua tahap. 
Pertama ketika penyelesaian sengketa internasional 
mensyaratkan diterapkannya etika baik untuk mencegah 
timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan baik 
antarnegara 
2. Prinsip larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian 
sengketa yang bersifat mengancam integritas territorial atau 
kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara 
lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB 
3. Prinsip kebebasan memilih cara-cara penyelesaian sengketa. 
Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 33 Statuta Mahkamah 
Internasional yang memberikan berbagai alternative metode 
penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang bersengketa bisa 
                                           
37 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Bandung, 20014, hlm.15. 
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memilih metode apapun dari pilihan yang diberikan. Metode 
penyelesaian sengketa yang dilarang adalah penggunaan 
kekerasan seperti perang 
4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang akan diterapkan 
terhadap pokok sengketa. Pasal 38 paragraf 2 Statuta 
Mahkamah Internasional mengijinkan para pihak menggunakan 
prinsip et aque et bono atau penyelesaian berdasarkan 
kepatutan dan kelayakan bilamana mereka menyetujuinya. 
Beberapa prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya seringkali 
digunakan oleh negara-negara ketika menghadapi situasi sengketa 
dengan negara lainnya. 
 Dari segi keanggotaan, keadaan semula anggota Dewan 
Keamanan sesungguhnya hanya berjumlah 11 negara anggota, 
namun seiring dengan perkembangan perubahan Piagam jumlah dari 
anggota Dewan Keamanan betambah menjadi 15 anggota. Dari 15 
anggota tersebut, lima diantaranya merupakan anggota tetap yakni, 
Amerika Serikat, Rusia, Republik Rakyat Cina, Prancis dan Inggris. 10 
anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih 
secara bergantian 5 orang setiap tahun. Untuk memilih anggota tidak 
tetap Dewan Keamanan perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa 
negara tersebut telah memberikan sumbangsih bagi pemeliharaan 
43 
 
perdamaian, keamanan internasional, serta keperluan lain 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa letak geografi negara 
tersebut sedapat mungkin mewakili seluruh kawasan masyarakat 
internasonal. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan 
dalam setahun. Oleh karena itu, negara yang merupakan anggota 
Dewan Keamanan haruslah mengirimkan perutusannya yang menetap 
di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan 
masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak.38  
 Sementara itu dalam mengemban tugasnya, sesuai narasi awal, 
untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan 
Keamanan PBB menempuh dua tipikal pendekatan, yakni 
penyelesaian sengketa internasional secara damai dan penyelesaian 
sengketa secara paksa. Cara-cara penyelesaian sengketa secara 
damai meliputi: perundingan (negotiation), arbitrase (arbitrase), 
penyelesaian yudisial (judicial settlement), penyelidikan (inquiry), dan 
penyelesaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 
33 Piagam). Sementara, penyelesaian sengketa secara paksa 
meliputi: perang, retorsi (retorsion), tindakan-tindakan pembalasan 
                                           
38 F.Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2010, hlm.184 
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(reprisal), blokade secara damai (pacific blockade), dan intervensi 
(intervention).39 
 Wewenang istimewa yang dimiliki oleh Dewan Keamanan PBB 
ialah, legitimasinya untuk melakukan intervensi pada suatu konflik 
tertentu. Intervensi dimaknai sebagai bentuk campur tangan secara 
diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya 
dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, 
situasi atau barang di negara tersebut.40 Dalam dokumen-dokumen 
internasional, frasa mengenai intevensi dapat ditemukan pada Pasal 2 
ayat 7 dan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Pasal ini mengandung muatan 
yang mensyaratkan bahwa organisasi (PBB) dilarang untuk ikut 
campur dalam urusan dalam negeri suatu negara, kecuali dalam 
rangka memelihara perdamaian menurut Bab VII Piagam. Sehingga 
dengan mengatasnamakan kepentingan pemeliharaan perdamaian 
dan keamanan dunia, DK PBB diberikan akses khusus untuk bisa 
menggerakkan intervensi yang sifatnya militerisme bagi suatu konflik 
yang dianggap dapat mengguncang stabilitas perdamaian dunia. 
 Frasa intervensi ini sendiri akhirnya menjadi sebuah bahan yang 
menarik untuk dikaji terkait interpretasi aktualnya mengenai praktik 
                                           




serta alasan kebolehan yang menjadikannya menjadi sebuah tindakan 
yang legal. Beberapa pandangan menyatakan bahwa intevensi harus 
diinterpretasikan dalam arti teknis hukum internasional yang berarti 
suatu penggerogotan kedaulatan atau “intervensi diktator”. Pandangan 
yang selanjutnya menyatakan bahwa kata intervensi dalam pasal 
tersebut hanya merupakan pengertian “kamus” saja. Yaitu intervensi 
biasa. Untuk mendukung argument ini mereka mengajukan alasan 
yang cukup rasional dengan mengemukakan bahwa hanya Dewan 
Keamanan saja yang mempunyai kemampuan untuk bertindak 
sehingga dapat bertindak dan juga dapat menimbulkan akibat 
hukum.41  
 Menurut Starke, hanya ada empat macam  jenis intervensi yang 
diperkenankan, yaitu: 
a) Kolektif intervensi menurut Piagam PBB. Dalam kaitan ini 
intervensi yang dimaksud adalah tindakan penegakan yang 
dilaksanakan menurut keputusan Dewan Keamanan PBB 
sesuai dengan Bab VII atau setiap tindakan yang disetujui oleh 
Majelis Umum berdasarkan Uniting for Peace Resolution 
b) Dalam rangka melindungi hak-hak, kepentingan dan 
keselamatan warga negaranya di luar negeri 




c) Dalam rangka melindungi negara protektorat 
d) Jika negara yang melakukan intervensi itu disalahkan karena 
melanggar hukum internasional. 
 Kalau merujuk dalam konteks dinamika yang terjadi pada masyarakat 
internasional, tindakan-tindakan intervensi ini masih sering dilakukan, 
kondisi ini dipahami dengan sangat baik oleh Profesor Falk yang 
memandang fenomena tersebut sebagai implikasi dari absolutisme 
simbol kedaulatan yang membungkus negara, Ia memaparkan 
argumennya sebagai berikut: 
 “ Dalam faktanya, tata tertib dalam negeri tidak pernah bisa 
dipahami dalam pengertian yang ketat. Sudah menjadi hal yang 
lumrah untuk menerima kenyataan akan saling ketergantungan 
dalam segala hal. Tidaklah mengherankan apabila suatu negara 
sering mempersoalkan situasi yang terjadi di dalam wilayah 
negara lain…kedaulatan sudah tidak seharusnya dipahami 
dalam pengertian yang eksklusif”42 
Pandangan tersebut menggambarkan bahwa penggunaan praktek 
intervensi dalam konflik internasional dianggap sebagai salah satu 
alternatif dalam mengatasi setiap ancaman terhadap perdamaian 
dunia, sebab ketidakmampuan suatu negara tertentu untuk dapat 
menyelesaikan situasi konflik dianggap mampu memberikan efek 
domino bagi stabilitas perdamaian dan keamanan internasional, 
                                           




sehingga kekalutan konflik tersebut dianggap dapat dinetralkan 
dengan melaksanakan semacam intervensi atas konflik tersebut. 
 Perkembangan yang menarik menunjukkan bahwa, kondisi-
kondisi konflik kemudian memberikan kecenderungan bagi Dewan 
Keamanan untuk membentuk organ-organ subsider yang berada di 
bawah wewenangnya dan bertugas untuk membantu tugas Dewan, di 
antara organ-organ tersebut ialah43 :  
1. Organisasi Pengawasan Peletakan Senjata di Paletina, Res. 73 
(1949) 
2. Misi Observasi di Yaman, Res.179 (1963) 
3. UNIIMOG, Misi Perang Iraq-Iran, Res.SC. 619 (1988) 
 Beberapa pembetukan organ subsider tersebut, dianggap merupakan 
pengejewantahan dari misi DK PBB dalam mengusahakan seluruh 
tindakan yang berorientasi pada pemeliharaan perdamaian dan 
keamanan internasional, yang menggambarkan bahwa DK telah 
melakukan, dari contoh yang disbutkan diatas, tipikal pendekatan yang 
sifatnya intervensi. 
 Di sisi lain, setelah beberapa atribut kewenangan yang dimiliki 
DK PBB untuk menegakkan fungsi peacekeeping yang diembannya, 
DK juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada 
                                           
43 Boer Mauna, Hukum Internasional, Alumni Press, Bandung, hlm 219. 
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negara yang dianggap tidak mematuhi Piagam PBB. Hal ini tercantum 
di dalam Bab IV Piagam yang mengatur pemberian sanksi oleh DK 
PBB terhadap setiap tindakan-tindakan yang dianggap dapat 
mengancam perdamaian, melanggar perdamaian, dan negara tersebut 
tetap melancarkan agresi terhadap negara lain. Bentuk sanksi yang 
dimaksudkan adalah dapat berupa, pemberian sanksi ekonomi, 
pemutusan hubungan ekonom, komunikasi udara, laut, kereta api, 
radio, dan komunikasi lainnya. Serta dengan melaksanakan 
pemutusan hubungan diplomatic sebagian atau seluruhnya44. Namun, 
apabila sanksi tersebut tidak diindahkan oleh negara yang 
bersangkutan, maka DK dapat menerapkan sanksi yang bersifat 
militerisme seperti demonstrasi, blokade, dan operasi militer yang 
meliputi udara, laut, dan darat. Beberapa negara seperti Irak & Libya 
telah mendapatkan sanksi tersebut, sehingga tidak ada pilihan lain 
kecuali untuk menaati keputusan Dewan Keamanan PBB45. 
  
C. Tinjauan Mengenai Konflik Syria  
 Salah satu konflik kontemporer yang menjadi perhatian global 
saat ini yaitu meletusnya konflik di Syiria (baca: Suriah). Konflik yang 
terjadi pada tahun 2011 ini telah menjadi sebuah tragedi kemanusiaan 
                                           
44 Timothy Daud, Jurnal : Peran Dewan Keamanan PBB dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir 




yang menelan jutaan korban jiwa. Insiden yang bermula pada tanggal 
27 Februari 2011 diakibatkan penangkapan secara represif oleh polisi 
terhadap 15 siswa di kawasan Hawran Provinsi Dar’a Suriah, 
dikarenakan mereka membuat graffiti yang dianggap menyerang 
Presiden Bashar al-Assad. Kejadian ini memancing masyarakat untuk 
turun ke jalan pada Selasa dan Jumat (15 dan 18 Maret 2011)  yang 
dimanfaatkan untuk menuntut agar Presiden Bashar al-Assad untuk 
mundur dari jabatannya, dan hingga kini akhirnya berkembang 
menjadi perang saudara. 
 Beberapa kekecewaan publik sesungguhnya telah memupuk 
kebencian terhadap s rezim Assad sepanjang 40 tahun berkuasa, di 
antaranya program reformasi ekonomi neoliberal yang dianggap 
memperburuk kesenjangan antara warga yang kaya dan miskin, 
kemudian diperparah juga dengan situasi reses dan beberapa tahun 
kekeringan yang semakin menyulut kebencian terhadap rezim 
berkuasa saat itu. Walaupun dalam fenomena ini, sesungguhnya 
terlihat bahwa gejala yang sama juga dialami oleh beberapa negara 
Arab lainnya.  
 Tuntutan yang berkumandang dan awalnya mengusung tema 
perubahan, slogan demokrasi, serta pembebasan rakyat dari thagut 
dan penerapan syariat Islam, direspon dengan represif oleh aparat 
yang berkuasa. Hingga tahun keenam rentetan kisruh yang menandai 
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musim Semi Arab (Arab Spring) ini telah mengakibatkan 470 ribu jiwa 
tewas, dan lebih dari satu juta orang terluka46. Sebelas jutaan 
pengungsi dari Suriah menyebar ke seluruh penjuru, jumlah yang 
menurut UNHCR adalah yang terbesar setelah meletusnya Perang 
Dunia ke II. 
 Konflik ini menjadi salah satu isu kontemporer yang selalu 
dikaitkan dengan persoalan perdamaian dunia. Menjadi lebih 
kompleks, sebab yang terjadi belakangan ini ialah terlibatnya 
beberapa aktor-aktor baru yang turut memperkeruh situasi konflik yang 
terjadi di Suriah. Kejadian terbaru terjadi ketika rezim mengeluarkan 
pernyataan terkait pembebasan kota Aleppo yang sebelumnya 
dikuasai oleh pihak milisi oposisi (istilah rezim: pemberontak), banyak 
viral yang sesungguhnya menunjukkan terjadinya fenomena tragedi 
kemanusiaan, pelanggaran-pelanggaran yang termuat dalam 
klasifikasi kejahatan perang tak bisa dipungkiri mengundang simpati 
masyarakat internasional. Warga-warga sipil menjadi korban langsung 
dari situasi konflik yang berlangsung selama enam tahun ini.  
 Ada banyak perspektif yang dapat dikemukakan mengenai 
lahirnya konflik Suriah. Telah disebutkan pada pembahasan 
sebelumnya bahwa pecahnya sebuah konflik selalu melibatkan 
alasan-alasan yang sangat multidimensional, diantaranya melibatkan 
                                           
46 M. Najih Arrohmadoni, Memahami Konflik Suriah, Detik.com 18 Januari 2017. 
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berbagai macam faktor dan kepentingan. Hal ini pula yang juga turut 
menjelaskan terlibatnya berbagai macam entitas dalam konflik yang 
sesungguhnya bersifat internal (perang saudara) di Suriah ini. 
Sehingga penyebutan istilah perang saudara mulai menjadi terlihat 
bias untuk situasi yang terjadi di Suriah saat ini. 
 Secara global, penyebab konflik yang terjadi di Suriah dapat 
dipetakan menjadi dua hal : 
1. Masalah internal, yakni berupa beragamnya isu-isu terkait 
ketimpangan ekonomi, terbatasnya pergerakan/mobilitas sosial 
dan politik, maraknya praktek korupsi, dan sikap represif aparat 
keamanan. Apalagi rezim Assad dianggap semakin mirip 
dengan tipikal tirani setelah 40 tahun menjabat sebagai 
Presiden Suriah 
2. Masalah eksternal, tidak dapat dipungkiri berbagai macam 
faktor eksternal turut mempengaruhi meletusnya konflik di 
Suriah. Fakta bahwa terjadi fragmentasi politik di antara negara-
negara Timur Tengah secara tidak langsung menciptakan 
dimensi sendiri. Kepentingan adikuasa untuk menyebarkan 
hegemoninya serta menentang penguasa yang berseberangan 
ideology dengannya juga turut menjelaskan hubungan para 
aktor yang terlibat dalam konflik ini. 
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Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa ada tiga pihak yang 
saling memperebutkan dominasi di tanah Suriah ini, ketiganya memiliki 
angkatan bersenjata masing-masing dan memiliki orientasi konflik 
yang juga bermacam-macam, berikut merupakan pihak-pihak yang 
terlibat konflik di Suriah.  
 
1. Aktor Konflik Syria 
Pihak Yang Terlibat 
Pemerintah Suriah Oposisi Islamic State Iraq and 
Suriah (ISIS) 












1. Brigade Al-Abbas 
2. Garda Nasionalis 
Arab 




Angkatan Bersenjata : 
1. FSA 
2. Fatah Halab 






1. Jabhat Al-Nusra 
2. Ahrar ash-Sham 








1. Militer ISIS 







  Keterlibatan berbagai negara dalam konflik ini menggambarkan 
secara jelas bahwa efek konflik atau perang saudara yang terjadi di 
Suriah telah meluas menjadi konflik yang multilateral. Suatu kondisi yang 
memberikan potensi terhadap stabilitas perdamaian dunia, sebab tidak 
dapat dipungkiri keterlibatan berbagai entitas tersebut melibatkan 
berbagai macam alasan melebihi kepentingan untuk sekedar menjaga 
perdamaian di Suriah. Dan inilah tantangan selanjutnya bagi dewan 



















Negara Pendukung : 
1. Qatar 







A. Lokasi Penelitian 
Dalam proses penyelesaian skripsi ini, salah satu tahapan yang 
harus dilakukan oleh penulis adalah melakukan penelitian. Adapun 
lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Makassar, yakni 
Perpustakaan Unit Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normative yakni 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan 
pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 
bahan-bahan hukum primer, sekunder atau tersier. Bahan hukum 
primer yang digunakan ialah Piagam PBB, Konvensi Internasional, dan 
Peraturan Perundang-undangan Nasional. Bahan hukum sekunder 
yang digunakan ialah buku-buku teks, hasil penelitian, jurnal, dan 






C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan 
cara melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu 
penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa teori-teori baik 
berasal dari buku ilmiah, laporan-laporan, jurnal-jurnal hukum, media 
cetak dan media elektronik, serta bahan kepustakaan lainnya yang 
berhubungan dengan objek permasalahan. 
 
D. Analisis Data 
Data berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya 
diolah dengan analisis kualitatif, Yaitu menguraikan secara deskriptif 
mengenai eksistensi Dewan Keamanan PBB dalam menyelesaikan 










HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Penanganan Konflik Syria oleh Dewan Keamanan PBB Dalam 
Kerangka Piagam PBB 
Eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara umum 
maupun Dewan Keamanan PBB mulai dipertanyakan. Eskalasi konflik 
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, utamanya sejak 
meletusnya konflik Syria tahun 2011 mulai menyita perhatian 
masyarakat internasional. Meskipun secara umum jenis konflik yang 
terjadi di Syria merupakan konflik bersaudara yang melibatkan pihak-
pihak internal Syria, kondisi kontemporer menunjukkan bahwa 
dinamika konflik bergeser menjadi sengketa internasional akibat turut 
terlibatnya negara-negara lain. Sebagai organ yang memiliki fokus 
utama terhadap persoalan perdamaian dan keamanan internasional, 
tentu saja dalam polemik ini peranan dari Dewan Keamanan PBB 
menjadi suatu pembahasan menarik untuk dianalisis. 
 Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, DK PBB 
memiliki tujuan utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, piagam PBB 
telah memberikan perangkat konstitusional yang cukup besar untuk 
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melakukan fungsi peacekeeping operation seperti kewenangan untuk 
melaksanakan penyelidikan hingga menerjunkan pasukan perdamaian 
ke dalam wilayah konflik yang dimaksudkan.  
Implementasi peran dari DK PBB ini menjadi suatu bahasan 
menarik untuk dikaji berkaitan dengan situasi konflik yang semakin 
pelik dalam peta konflik Syria. Terutama sejak ketidakmampuan 
organisasi kawasan untuk memediasi konflik Syria. Liga Arab sebagai 
organisasi regional yang menaungi sejumlah negara-negara teluk dan 
dianggap sebagai institusi yang bertugas mewadahi dengan baik isu-
isu strategis terkait kawasan, ternyata tidak mampu menengahi para 
pihak yang bersengketa dalam konflik tersebut.  Ketidakmampuan 
organisasi kawasan tidak dapat dipungkiri dipicu oleh kompleksnya 
permasalahan yang telah melanda sejumlah negara-negara Arab, 
kondisi ini mulai dikenal sejak meletusnya Arab Spring. Konflik yang 
meletus di Syria pun tidak lain merupakan refleksi dari akumulasi isu 
yang telah bergumul sejak lama di kawasan Bangsa-Bangsa Arab. 
Mulai dari konfrontasi idelogis-religius, pertentangan rezim, diktatorian, 
serta permasalahan kesenjangan terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga, tak pelak setiap upaya untuk meredam gejolak konflik yang 
terjadi di Syria mengalami stagnasi.  
Dalam kondisi yang demikian tuntutan untuk memainkan peran 
aktif, semakin menguat ditujukan kepada PBB sebagai organisasi 
58 
 
universal yang telah diamanahkan untuk menciptakan kehidupan 
masyarakat internasional yang bermartabat dan berkeadilan. Sarana 
untuk mengkonsolidasikan seluruh gagasan tentang perdamaian 
memang diserahkan sebagian besar oleh institusi ini. Untuknya perlu 
didalami lebih jauh mengenai karakteristik konflik yang terjadi di Syria 
serta melihat bagaimana DK PBB menjalankan fungsinya sebagai 
peacekeeper. 
1. Konflik Bersaudara Syria 
Sebelum lebih jauh mengurai permasalahan aktual yang terjadi 
di Syria, perlu dilakukan analisis mendalam terkait situasi konkrit yang 
terjadi di medan konflik. Kepentingan ini menjadi esensial tatkala untuk 
memahami relevansi peran dari Dewan Keamanan PBB untuk 
mengambil tindakan yang sifatnya untuk menjaga keamanan dan 
perdamaian internasional, dibutuhkan argument pokok yang 
menyatakan bahwa konflik yang terjadi di Syria merupakan suatu 
konflik yang mencapai skala tertentu untuk memberikan ancaman 
terhadap perdamaian dunia47. Dalam konteks inilah akar historis dan 
kondisi kontemporer merupakan komparasi aktual yang harus 
dianalisis lebih dalam.  
                                           
47 Lihat Pasal 33 Piagam PBB.  
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Sejak meletusnya konflik pada medio Maret 2011, yakni ketika 
terjadi penangkapan terhadap sejumlah pelajar di Kota Daraa, dimana 
15 orang pelajar menulis slogan-slogan anti pemerintah di tembok-
tembok kota. Slogan-slogan tersebut berbunyi, “Rakyat menginginkan 
rezim turun”48. Rentetan gejolak yang melanda sebagian besar negara 
yang dipimpin oleh rezim patriarki yang menjabat selama lebih puluhan 
tahun, juga melanda Syria sebagai sebuah negara yang telah dipimpin 
oleh Klan Assad, yang telah menjabat selama 40 tahun lamanya. 
Kekecewaan yang mendalam dirasakan oleh sebagian besar rakyat 
Syria, dimana selama kurun waktu tersebut pemerintah dianggap tidak 
mampu untuk meningkatkan standar hidup bagi rakyat, kesenjangan 
ekonomi yang menjulang demikian pelik dirasakan oleh masyarakat.49 
Sebuah titik kulminasi yang segera membentuk aksi besar, apalagi 
setelah didapatkan fakta bahwa kesemua pelajar yang menulis slogan-
slogan tersebut mendapatkan penyiksaan selama dipenjara oleh pihak 
kepolisian setempat. 
Eskalasi protes akhirnya tidak dapat dielakkan lagi, meningkat 
dalam skala yang demikian hebat. Gelombang demonstrasi berjalan 
dari satu waktu ke waktu dengan tegangan yang semakin meningkat. 
                                           
48 Siti Muti’ah, “Pergolakan Panjang Suriah : Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?” 
Jurnal CMES Volume V Nomor 1, Edisi Juli-Desember 2012, hlm.5 
49 M.Najih Arrohmadoni, “Memahami Konflik Suriah, Tragedi Kemanusiaan Terbesar Abad 21”, 
detik.com, Diakses  23 April 2017 Pukul  14.00 wita 
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Pada 11 Maret 2011 masyarakat merespons penyiksaan tersebut 
dengan menggelar aksi demonstrasi yang digelar di Kota Barat-Daya 
Daara yang memprotes penyiksaan yang dilakukan oleh pihak 
kepolisian. Demonstrasi ini berakhir dengan brutal setelah pihak 
keamanan melakukan tembakan kepada para demonstran yang 
bergeming untuk tetap melaksanakan aksi demonstrasi. Namun, tidak 
berhenti sampai disitu, 23 Maret 2011 demonstrasi kembali melanda 
Kota Daara, lagi-lagi pihak keamanan melakukan penembakan kepada 
para demonstran dan dikabarkan sebanyak 20 orang tewas akibat 
penembakan tersebut. Pihak pemerintah juga mengumumkan 
kebijakan untuk meredakan ketegangan dengan mengusahakan untuk 
melaksanakan proses reformasi politik, dimana kebijakan tersebut 
menghapuskan adanya pembatasan bagi partai politik. Akan tetapi, 
kemarahan yang memuncak membuat para tokoh oposisi tidak lagi 
koperatif dalam menerima ajakan dialog kepada pemerintah.50 
Unjuk rasa yang terjadi terus berlangsung dalam skala yang 
semakin intens, demikian juga pihak keamanan dipaksa bekerja keras 
untuk membubarkan gelombang massa yang melakukan aksi 
demonstrasi. Situasi ketegangan ini juga semakin diperparah dengan 
                                           
50 Dalam sebuah wawancara, Assad sendiri menolak untuk menyebut perang di negaranya sebagai 
perang sipil atau perang saudara. Menurutnya perang yang terjadi di Syria adalah perang yang 
diciptakanoleh sebuah kekuatan dari luar untuk menghancurkan Syria 
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adanya aksi balasan yang dilakukan oleh sekumpulan massa yang 
mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat Pro-Pemerintah, dimana 
mereka juga melancarkan demonstrasi besar-besaran di Kota 
Damaskus. Setelah prahara ini terus berlanjut, gerakan aksi 
demonstrasi yang meluas ke sebagian besar wilayah Syria, pihak 
pemerintah mulai mengumumkan bahwa ada keterlibatan konspirasi 
asing untuk mengambil keuntungan dari perpecahan yang sedang 
terjadi di Syria. Assad juga menolak ajakan pihak oposisi untuk 
melaksanakan percepatan reformasi. 
Demikian protes tetap saja terus berlangsung dan pihak aparat 
juga semakin represif untuk menindak setiap terjadinya gelombang 
unjuk rasa. Pada 8 April 2011, pasukan keamanan menembak 35 
orang demonstran Syria di beberapa kota tempat berlangsungnya aksi 
demonstrasi, menyusul juga sebuah laporan yang menyatakan korban 
tewas mencapai lebih dari 200 orang. Hal ini mengundang kecaman 
internasional terhadap Pemerintah Syria, sejumlah organisasi pembela 
HAM dan beberapa kepala negara di dunia menyerukan 
pemberhentian kekerasan. Pada tanggal 19 April, Pemerintah Syria 
membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Syria, kemudian 
membentuk pengadilan khusus untuk mengadili pihak-pihak yang 
dianggap sebagai Anti-Pemerintah. Menteri Dalam Negeri Syria juga 
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memberlakukan aturan resmi untuk mengeluarkan izin bagi setiap aksi 
deminstrasi yang hendak diadakan, selain itu pihak pemerintah 
menyatakan akan terus menganggap bahwa setiap aksi demonstrasi 
merupakan ancaman nasional. 
Segera setelah menetapkan hukum darurat, pihak Pemerintah 
Syria meningkatkan penggunaan kekerasan bagi setiap pihak oposisi 
yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Pada 22 April 
2011, pasukan keamanan menembaki sekitar 75 orang demonstran 
yang berkumpul setelah shalat Jum’at. Pemerintah Syria juga 
melancarkan strategi baru dengan menyebarkan sejumlah besar 
pasukan yang dilengkapi dengan tank dan kendaraan lapis baja ke 
kota-kota yang dianggap sebagai basis dari pihak oposisi. Di daerah-
daerah tertentu pemerintah juga memutus semua akses 
telekomunikasi, listrik, air. Pada bulan Mei, pihak pemerintah 
membangun barikade keamanan untuk membatasi ruang gerak dari 
massa demonstran. Pada tanggal 6 Juni Kantor Berita Syria 
melaporkan bahwa sebanyak 120 tentara Syiria dibunuh oleh 
sekelompok angkatan bersenjata di kota utara, Jisr al-Shugur. 
Walaupun ada banyak keraguan terkait kebenaran berita tersebut, 
pihak pemerintah dengan cepat melakukan respon dengan 
meluncurkan serangan berat yang menyebabkan ribuan warga 
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melarikan diri dan melintasi perbatasan Turki. Pertumpahan darah 
yang terus-menerus terjadi ini tidak dipungkiri menuai begitu banyak 
hujatan dari komunitas internasional yang menyerukan agar Presiden 
Assad mundur dari jabatannya sebagai Presiden. 
Pada bulan November 2011, Pemerintah Syria menyetujui 
inisiatif Liga Arab yang menyerukan pemerintah Syria untuk 
menghentikan kekerasan terhadap para demonstran dengan menarik 
mundur tank dan kendaraan lapis baja dari kota-kota dan 
membebaskan para tahanan politik. Akan tetapi kemajuan ini tidak 
berlangsung lama, sebab beberapa hari setelahnya kekerasan kembali 
terjadi di Kota Homs. Selain itu, pertengahan Desember pemerintah 
Syria mengizinkan kunjungan delegasi Liga Arab untuk menjadi tim 
observer atas kondisi yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, intensitas 
kekerasan yang semakin meningkat membuat kerja dari tim pemantau 
tersebut menjadi tidak maksimal sehingga beberapa negara Arab 
menarik anggota mereka dari tim pemantau dan menagguhkan 
keberlanjutan misi pemantau pada 28 Januari dengan alasan 
kekerasan. 
Setelah kegagalan misi dari tim pemantau Liga Arab, awal 
Februari 2012, tentara Syria kembali melakukan penyerangan ke kota 
Homs yang dianggap sebagai basis dari pihak oposisi selama 
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beberapa minggu. Pada bulan yang sama, Liga Arab dan PBB 
menunjuk mantan Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan51 sebagai 
utusan perdamaian untuk Syria. Akan tetapi upaya Annan untuk 
melaksanakan gencatan senjata dan penghentian kekerasan terbentur 
dengan alasan serupa yakni enggannya pihak pemerintah mematuhi 
perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
Pada Awal 2012 pula, pihak oposisi mendeklarasikan 
pembentukan koalisi baru yang disebut Koalisi Nasional untuk 
Revolusi Syria dan Kekuatan Militer Oposisi Koalisi Nasional Syria. 
Menariknya dalam jangka beberapa bulan saja koalisi ini mendapatkan 
pengakuan dari berbagai negara sebagai wakil sah rakyat Syria. 
Dalam satu bulan berikutnya, sejumlah negara mengakui Koalisi 
Nasional Syria sebagai pihak yang secara efektif dapat mewakili 
kelompok oposisi. Sementara itu, dalam dinamika konflik yang 
semakin rumit negara-negara sekutu yang memihak pemerintah 
maupun oposisi semakin gencar dalam meningkatkan dukungannya. 
Upaya Turki, Arab Saudi, dan Qatar semakin terlihat di awal 2013 
ketika mereka memilih memasok persenjataan kepada pihak oposisi, 
sementara Iran dan juga kelompok militant Hizbullah terus 
                                           
51 Utusan Khusus dari tim gabungan Liga Arab-PBB misi pemantau konflik Syria. Dalam prosesnya 
Kofi Annan mengundrukan diri sebagai utusan perdamaian di Syria dan kemudian digantikan oleh 
diplomat Aljazair  Lakhdar Brahimi.  
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memberikan persediaan senjata kepada pihak pemerintah. Babak baru 
konflik ini kemudian menjadi polemic yang sangat memprihatinkan 
tatkala adanya penggunaaan senjata kimia oleh Rezim Assad. Di kota 
Damaskus ratusan orang terbunuh akibat penggunaan senjata kimia. 
Kubu oposisi secara tegas mengklaim bahwa pasukan pro-Assad telah 
melakukan kejahatan kemanusiaan atas digunakannya senjata kimia 
tersebut, walaupun kemudian pernyataan ini disangkal pula dengan 
tegas Pejabat Pemerintah Syria utusan PBB ternyata menemukan 
bukti adanya produksi senjata kimia di beberapa wilayah kekuasaan 
rezim Syria.52 
Kondisi serupa bahkan terjadi baru saja di bulan April 2017, 
dimana terjadi serangan gas klorin dan sarin terhadap warga yang 
berada di wilayah Idlib53. Kejadian brutal ini menewaskan puluhan 
orang dan semakin ironis banyak merenggut nyawa dari anak-anak. 
Serangan ini diarahkan kembali oleh pihak rezim walaupun sekali lagi 
pihak Assad menyangkal tuduhan tersebut dan menyebutkan 
kesalahan berada pada pihak pemberontak. Kejadian ini kembali 
mengundang kecaman oleh masyarakat Internasional disebabkan 
                                           
52 http://www.britannica.com, “Syrian Civil War” Diakses 23 April 2017 Pukul 15.00 WITA  
53 Penggunaan senjata kimia ini sendiri menyebabkan perdebatan yang sangat panjang di kalangan 
masyarakat internasional, dimana Presien Assad dengan kukuh menyatakan Pemerintah Syria tidak 
menggunakan senjata kimia, sedangkan pihak AS bersikeras bahwa Syria telah melakukan kejahatan 
kemanusiaan. Sedangkan dalam hal ini Rusia dan Cina telah memveto 4 resolusi DK PBB terkait 
upaya pengadilan terhadap Bashar Assad 
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kebrutalan yang selalu diperlihatkan oleh pihak rezim atas pihak 
oposisi.  
 
1. Kronologi Konflik Syria 
Tanggal Peristiwa 
Maret 2011 
 15 pelajar menulis slogan anti-pemerintah  di 
tembok-tembok kota 
 Polisi Syria menangkap dan memenjarakan 
belasan anak tersebut 
 11 Maret 2011 Masyarakat melakukan protes di 
Kota Barat Daya Daara, memprotes aksi represif 
yang dilakukan oleh aparat 
 23 Maret 2011, setelah aksi demonstrasi tidak 
membuah hasil demonstrasi kembali dilakukan di 
Kota Daara, akan tetapi pada demonstrasi ini 
aparat bertindak tegas dengan menembaki para 
demonstran. Tercatat 20 demonstran meninggal 
dunia 
 29 Maret 2011 Pemerintah Syria menyatakan 
pengunduran diri dari cabinet 
April 2011 
 8 April 2011 Pasukan keamanan menembaki 
demonstran di beberapa kota Suriah, 
menewaskan sedikitnya 35 orang 
 Organisasi Pegiat HAM Internasional mulai 
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menyerukan kecaman terhadap Pemerintah Syria 
akibat banyaknya aksi repsresif yang digunakan 
oleh pihak keamanan Syria 
 19 April 2011 Pihak Pemerintah Syria 
memberlakukan hukum darurat nasional dan 
mengumumkan pengadilan khusus bagi setiap 
aksi demonstrasi kepada pemerintah 
 22 April 2011 pasukan keamanan kembali 
menembak demonstran yang sedang berkumpul 
setelah shalat Jum’at, menewaskan sekitar 75 
orang 
 Pemerintah Syria menerjunkan pasukan militer ke 
pusat-pusat penduduk dan memberlakukan 
pemadaman akses komunikasi 
Mei 2011 
 Uni Eropa (UE) menjatuhkan sanksi berupa 
pelarangan perjalanan dan pembekuan aset 
kepada sejumlah pejabat senior Syria, dan juga 
UE melakukan embargo senjata kepada Syria 
 Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengutuk 
penggunaan kekerasan bersenjata yang dilakukan 
oleh pemerintah Syria dan mendukung adanya 
konferensi bagi para pihak bersengketa 
November 2011 
 Pihak pemerintah Syria menyetujui inisiatif Liga 
Arab untuk menarik pasukan militer di tengah kota 
Februari 2012 
 Liga Arab dan PBB mengutus utusan perdamaian 
untuk menginisiasi upaya perdamaian di Syria, 





Lini masa yang dijelaskan secara singkat diatas menunjukkan 
bahwa kondisi yang terjadi di Syria merupakan konflik yang demikian 
kompleks. Setidaknya ada tiga argumen utama yang relevan untuk 
dijelaskan terkait konflik yang meletus di Syria ini. Pertama, jika konflik 
ini juga merupakan bias dari meletusnya Arab Spring 2011 perlu 
menjadi perhatian lebih bahwa dalam kesadaran batin negara-negara 
Arab telah muncul  benih-benih gerakan pembebasan yang 
disandarkan kepada idealism demokratik. Dimana, konflik ini harus 
dilihat sebagai titik kulminasi dari buruknya sistem pemerintahan yang 
dijalankan oleh rezim. Kondisi ini bersesuaian dengan apa yang 
sedang terjadi di Syria, yakni selama 40 tahun lamanya Klan Assad 
menjabat (mulai dari Hafeez Al-Assad kemudian dilanjutkan oleh 
anaknya Bashar Al-Assad) tidak mampu mendorong kemajuan yang 
signifikan bagi rakyat Syria. Fakta tingginya angka pengangguran, 
kesenjangan sosial dan ekonomi, tingginya inflasi dan pembatasan 
April 2012 
 Gencatan senjata yang disepakati hanya bertahan 
beberapa hari 
November 2012 
 Pemimpin Oposisi Syria mengumumkan 




kebebasan politik54 telah tumbuh menjadi bibit kekecewaan yang 
tumbuh subur dan berubah menjadi kebencian politis setelah rezim 
memilih menumpas habis gerakan perlawanan. 
Kedua, ada sebuah fenomena yang sangat mengerikan ketika 
fakta memperlihatkan jika konflik ini telah berkembang menjadi suatu 
arena yang mempraktikkan berbagai macam pelanggaran norma 
hukum perang. Telah menjadi sebuah aturan yang telah disepakti 
secara naturalia dan secara sadar setiap negara terikat dengan 
adanya Konvensi Jenewa 1949 bahwa ketika terjadi atau meletus 
sebuah peperangan, setiap pihak diharuskan menghormati hak asasi 
warga sipil. Sayangnya, beberapa fakta tertentu yang menyebutkan 
adanya serangan dengan penggunaan senjata kimia menunjukkan 
bahwa konflik yang meletus di Syria ini tidak lama lagi akan 
berkembang menjadi sebuah konflik internasional brutal dan 
mengganggu kawasan perdamaian dunia yang telah menjadi konsep 
dasar dari hubungan internasional kontemporer. Salah satu fenomena 
yang juga cukup menarik adalah bahwa Presiden Bassar Al-Assad 
menolak untuk mengakui situasi konflik ini sebagai perang saudara, ia 
bersikukuh untuk menyatakan bila konflik ini adalah akibat dari adanya 
suatu kekuatan dari luar yang ingin menghancurkan Syria. Ini 
                                           
54  A. Muchaddam Faham dan A.M Kaartatmaja, “Konflik Suriah : Akar Masalah dan Dampaknya”, 
Jurnal Politica, Vol 5 No.1 Juni 2014 
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merupakan dinamika yang patut diberikan perhatian lebih, oleh karena 
dengan pandangan seperti itu, secara resmi rezim telah memaknai 
perseteruan ini sebagai salah satu  konflik yang mengancam 
kedaulatan nasional. Dalam posisi yang demikian harga mati bagi 
negara untuk melindungi kedaulatan bangsanya meski menggunakan 
metode sebrutal apapun.  
 Hubungan menjadi semakin pelik tatkala terlihat bahwa negara-
negara di dunia membelah dirinya menjadi dimensi kutub baru peta 
konflik. Meningkatnya eskalasi konflik ini ditandai dengan memihaknya 
negara-negara tertentu kepada pihak-pihak yang saling bertikai. 
Terlihat bahwa koalisi senior yakni Rusia dan Iran memilih untuk 
bersekutu dengan rezim sebagai salah satu negara sahabat55. Di sisi 
lain, terlihat pula upaya AS untuk juga terlibat secara signifikan dalam 
konflik ini, dengan menyokong amunisi militer bagi pihak oposisi. 
Begitu pula dengan Qatar, Turki dan Arab Saudi yang dengan terang-
terangan juga memilih untuk berpihak kepada pihak oposisi. Dimensi 
baru ini menunjukkan bahwa konflik ini ternyata krusial untuk 
kepentingan bagi negara-negara tertentu untuk menunjukkan 
eksistensinya, selain tentu dalam konteks geopolitik global. 
                                           
55 Dina Y Sulaeman, 2013, Prahara Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional, IMaN, 
Depok, hlm 100. 
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 Beberapa aspek tersebut menujukkan bahwa konflik yang 
terjadi di Syria merupakan persoalan kemanusiaan yang harus segera 
ditangani oleh masyarakat internasional. Melihat bahwa institusi 
kawasan, dalam hal ini ialah Liga Arab tidak lagi mampu memberikan 
peran secara signifikan untuk meredam gejolak yang timbul di Syria. 
Laporan terakhir menyebutkan bahwa konflik ini telah merenggut 
korban jiwa sebanyak lebih dari 900 ribu orang56. Sebuah angka yang 
demikian mengerikan untuk kategori konflik saudara. Apalagi melihat 
eskalasi konflik yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan 
melihat intervensi negara-negara lain untuk memainkan peran 
menyimpan ancaman yang sangat besar bagi perdamaian masyarakat 
internasional. Sehingga, persoalan konflik yang terjadi di Syria telah 
melewati dimensi lokalisasi sengketa, dimana secara global 
masyarakat internasional telah berpandangan bahwa konflik yang 
meletus ini telah berkembang menjadi arena praktikal dari parade 
kejahatan kemanusiaan yang  sistematis. 
A.2 Sistem Keamanan Kolektif Dewan Keamanan PBB 
Berdasarkan Piagam PBB 
 Sebagai organ yang diberikan tugas utama untuk memelihara 
perdamaian dan keamanan internasional, DK PBB diberikan 
                                           
56 www.ICRC.org, Syria Crisis, Diakses 23 April 2017 Pukul 13.30 wita 
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kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan tindakannya. 
Dimana DK PBB diberikan amanat untuk bertindak atas nama seluruh 
negara anggota PBB57 dalam mengambil tindakan yang berkaitan 
dengan fungsi peacekeeper yang diembannya. 
 Namun, dalam pelaksanaannya DK PBB diberikan standar kerja 
yang telah diatur dalam Piagam PBB. Hal ini secara khusus diatur 
pada Bab VII Piagam PBB yang memuat aturan-aturan terkait 
bagaimana DK PBB menjalankan tugas dan fungsinya58. Melihat 
secara umum, kekhususan DK PBB dalam mengambil tindakan dan 
menjalankan fungsinya terutama terkait dengan tiga kondisi berikut, 
yakni59 : 
a) Ancaman terhadap perdamaian dunia 
b) Pelanggaran terhadap perdamaian dunia 
c) Adanya tindakan agresi dari suatu negara ke negara lainnya 
Dalm menyikapi tiga kondisi tersebut, DK PBB dapat mengambil 
sebuah kebijakan yang telah ditentukan sebagai kewenangan dari DK 
PBB. Akan tetapi, terdapat suatu persoalan yang cukup menarik untuk 
diperhatikan dalam rumusan tersebut. Piagam PBB dalam hal ini tidak 
                                           
57 Lihat Pasal  24 Piagam PBB 
58 Kekuasaan khusus yang diberikan kepada DK PBB dapat dirujuk pada Bab VI, Bab VII, Bab VIII 
dan Bab XII 
59 Lihat Pasal 33 Piagam PBB 
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menjelaskan dengan baik situasi yang seperti ‘apakah’ yang dapat 
dikategorikan sebagai fenomena pelanggaran terhadap perdamaian 
dunia. Pasal 39 menyatakan bahwa DK PBB memiliki kewenangan 
untuk menentukan ada tidaknya ancaman terhadap perdamaian dunia, 
pelanggaran terhadap perdamaian dunia & tindakan agresi. Sekilas 
terlihat bahwa pengaturan ini jelas memberikan karakter yang kuat 
bagi DK PBB untuk bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. 
Apalagi, mengingat bahwa pola konflik yang berujung pada 
pelanggaran perdamaian dunia memang memainkan bentuk atau pola 
yang sangat beragam, sehingga apabila muatan tersebut diurai secara 
spesifik maka bisa jadi pengaturan tersebut akan memberikan ruang 
yang sangat sempit dalam proses penerapan langsung di arena 
konflik. Akan tetapi, perlu untuk diingat bahwa DK PBB merupakan 
salah satu organ politik PBB60, maka, keputusan-keputusan yang 
diproduksi oleh organ ini besar sekali potensinya untuk bermuatan 
sangat politis. Struktur yang terlihat dalam DK PBB itu sendiri telah 
memperlihatkan dengan sangat baik gejala tersebut. Komposisi 
anggota tetap yang dihuni oleh lima negara yang merupakan 
pemenang Perang Dunia II (AS, Rusia, China, Inggris, Perancis) telah 
memperlihatkan relasi yang sangat unik sebagai representasi utama 
                                           
60 Christian Reus-Smit, 2015, The Politics of International Law, Diterjemahkan oleh Derta Sri 
Widowatie, Nusa Media, Bandung, hlm.104. 
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dari organ DK PBB. Sangat sering terlihat bahwa dalam satu kondisi 
tertentu, anggota-anggota inilah yang sesungguhnya berada titik 
tegangan yang berseberangan satu sama lain, sehingga seringkali DK 
PBB tidak mampu bertindak secara netral dalam mengambil kebijakan. 
 Subjektivitas DK PBB61 dalam menetapkan dan mengambil 
kebijakan terkait situasi yang dianggap mengancam perdamaian dunia 
juga memberikan ruang untuk munculnya persekutuan politik, dimana 
dalam teknik interpretasi yang ekstrem semua bentuk perilaku dapat 
didukung atau dibenarkan dalam bahasa hukum. Dikatakan bahwa, 
Aturan tidak secara otomatis relevan. Aturan harus diinterpretasi dan 
interpretasi terkesan subjektif. Hal ini bukan sekedar satu kesulitan 
“praktis” dalam menginterpretasi. Doktrin persamaan kedaulatan 
(sovereign equality) menjadikan interpretasi-interpretasi yang saling 
bertentangan mustahil diputuskan…Tidak ada alasan lain untuk 
membuat pilihan (interpretatif) itu selain … dengan merujuk kepada 
salah satu teori keadilan atau kepada identitas negara-negara yang 
terlibat: suatu interpretasi itu lebih baik karena lebih adil atau karena 
dihasilkan oleh negara ini dan bukan negara itu. Solusi pertama 
                                           
61 Dalam tulisannya, Dino Kristiostis menyebutkan istilah ini, sebab keleluasaan luar biasa yang 




bersifat utopian, solusi kedua melanggar persamaan kedaulatan. 
Kedua-duanya tampak politis semata-mata62 
 Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan dari aturan bergantung 
besar sekali dalam teknik interpretasi dan mengandung pertimbangan-
pertimbangan politis di dalamnya. Contoh tadi menunjukkan 
bagaimana paradigm terpisah “hukum” dan “politik” itu digunakan, 
disebarluaskan dan semakin dikukuhkan dalam konteks praktik 
negara63. Dalam hal ini, penafsiran terkait frasa ancaman perdamaian 
dunia merupakan salah satu contoh kecil. Di beberapa peraturan lain 
Piagam PBB khususnya yang berada di Bab VII ternyata dianggap 
cenderung menyesatkan, tafsiran umum menghendaki untuk 
mengatakan bahwa Bab VII merupakan implementasi dari 
kesepakatan bersama untuk mendukung sistem keamanan dunia 
secara kolektif. Namun, sebenarnya ada motif yang cukup 
mencurigakan apabila dari sudut pandang lain keleluasaan yang 
demikian besar dalam kumpulan peraturan Bab VII dilihat sebagai 
diskresi politik yang dimiliki oleh anggota DK PBB. Kecenderungan 
dari anggota-anggota DK yang bersikap tidak konsisten dalam 
menanggapi suatu fenomena konflik merupakan persoalan besar yang 
membutuhkan jawaban. Dalam banyak situasi konflik yang terjadi, 
                                           




negara-negara adikuas akan dengan cepat mengidentifikasi dimensi 
kepentingan politis yang terkait dengan mereka. Kepentingan-
kepentingan tersebut dengan cepat ditransformasikan melalui 
argument-argumen hukum untuk dapat membenarkan tindakan yang 
diambil, sebrutal apapun itu. Hal ini jelas menjadi tantangan nyata, 
sebab sistem keamanan kolektif yang didengungkan dengan indah 
oleh masyarakat internasional ternyata dirantai secara sepihak oleh 
negara-negara pemilik veto. Polarisasi antara hukum dan politik lagi-
lagi menjadi sub bahasan utama dalam persoalan ini. 
 Selanjutnya setelah melihat seluruh kewenangan yang 
tercantum dalam piagam PBB, kewenangan yang dimiliki oleh DK PBB 
dapat dijelaskan dalam empat bagian, yakni : 
a) Tindakan non-militer, DK PBB memiliki kewenangan untuk 
mengambil kebijakan yang bersifat non-militer dimana dalam 
kewenangannya ini DK PBB mengenakan tindakan diluar 
penggunaan angkatan bersenjata untuk mengefektifkan 
putusannya64. Beberapa tindakan tersebut dapat berupa 
menginterupsi hubungan ekonomi, atau sarana komunikasi baik 
jalur kereta api, laut, udara, hubungan radio, pos atau telegram 
bahkan dimungkinkan pula untuk mengambil pemutusan 
hubungan diplomatic. Terkait metode apa yang akan digunakan, 
                                           
64 Lihat Pasal 33-37 Piagam PBB 
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hal tersebut dikembalikan kepada putusan yang disepakati oleh 
DK PBB65. Metode ini lazim dikenal sebagai tindakan  
pendahuluan yang mensyaratkan efektifitas pemberian tindakan 
yang sesuai dengan kondisi lapangan 
b) Tindakan Militer 
Dalam situasi yang tidak menunjukkan kemajuan 
signifikan, DK PBB diberikan pula kewenangan untuk untuk 
megambil tindakan-tindakan yang bersifat militer. Hal ini 
mencakup segala macam tindakan represif baik penggunaan 
angkatan bersenjata udara, laut maupun darat. Satuan pasukan 
ini dapat dibentuk secara independen maupun dari kepemilikan 
Angkatan Tempur anggota-anggota PBB66. Akan tetapi 
penggunaan kekuatan militer ini hanya dapat langsung 
dilakukan oleh DK setelah mendapat nasihat dari para Kepala 
Staf Negara anggota tetap DK (Pasal 45-47 Piagam). Dalam 
kondisi yang lain pun DK dapat memberikan otorisasi kepada 
organisasi-organisasi regional seperti Organization of American 
States, The African Union, The Economic Community of West 
African States (ECOWAS) dan belum lama berselang, walau 
                                           
65 Dalam kenyataannya, penerapan dari sanksi non militer sangat bergantung dari kesepakatan politis 
dari pemegang hak veto, apalagi jika terkait dengan penjatuhan sanksi ekonomi terhadap suatu negara. 
66 Lihat Pasal 42 Piagam PBB 
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menimbulkan perdebatan, yakni North Atlantic Treaty 
Organization (NATO). 
Pembentukan pasukan bersenjata ini berada di bawah 
kekuasaan DK dan dapat dilakukan dengan membuat perjanjian 
khusus dengan negara-negara anggota (Pasal 43 Piagam). 
Dalam Sistem PBB penggunaan kekuatan sepenuhnya di 
bawah kewenangan DK sedangkan anggota hanya dapat 
menggunakannya untuk bela diri atau seijin DK sesuai Pasal 42 
atau organisasi regional atas otorisasi DK sesuai Pasal 53. 
c) Operasi Pemeliharaan Perdamaian (Peacekeeping Operation ) 
Operasi pemeliharaan perdamaian merupakan produk perang 
dingin akibat ketidakmampuan DK dalam menggunakan 
kekuatan senjata untuk memelihara perdamaian dan keamanan 
internasional sebagai akibat tidak adanya kesepakatan diantara 
kelima negara anggota tetapnya. Operasi pemeliharaan 
perdamaian ini digelar dengan maksud untuk memisahkan 
pihak yang bertikai dan agar tidak muncul kembali permusuhan. 
Namun, sifatnya berbeda dengan penggunaan kekuatan militer 
oleh DK karena dilandasi oleh tiga prinsip berikut67 : 
                                           
67 Hata, 2015, Hukum Internasional : Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin, 
Setara Press, Malang, hlm 84. 
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1. Pasukan harus digelar atas persetujuan semua negara 
yang terlibat  
2. Pasukan militer hanya digunakan negara anggota 
pasukan tersebut untuk membela diri 
3. Mandatnya harus dijalankan tanpa memihak (UN 
Peacekeeping Guidelines) 
Sepanjang tahun 1990-an DK telah mengambil langkah 
mengatasi kesulitan implementasi Pasal 42 Piagam dengan 
cara memberi otorisasi kepada negara-negara anggota PBB 
untuk mengambil tindakan militer seperti yang terjadi pada krisis 
Teluk Persia (1991), Somalia (1992), Yugoslavia (1992-1995), 
Rwanda (1994), Haiti (1994), Albania (1997), Republik Africa 
Tengah (1997-1998), Timor Timur (1999) dan Congo (2004)68.  
Secara konseptual mekanisme ini menurut penulis, merupakan 
prosedur yang sangat komprehensif, dimana paradigma penyelesaian 
sengketa yang dianut oleh DK PBB sangat memperhatikan dengan 
seksama prinsip kedaulatan negara (soverignity). Pengejewantahan 
prinsip ini kemudian dianut dengan baik sehingga meskipun perangkat 
kekuasaan yang dimiliki oleh DK PBB merupakan kewenangan yang 
sangat powefull akan tetapi DK tidak dibiarkan sewenang-wenang 
                                           
68 Ibid, hlm 85. 
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dalam menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap telah 
merusak tatanan perdamaian dunia. 
 Akan tetapi, ada banyak kontradiksi yang terjadi di lapangan. 
Dimana konsep-konsep tersebut mendapat banyak hambatan ketika 
terjadi suatu konflik. Terutama sekali DK PBB belum mampu untuk 
menembus sekat kutub geopolitik negara-negara dunia. Kekuatan 
serta dominasi politik internasional seringkali membekukan 
kemampuan DK PBB untuk bertindak sebagai patron utama dalam 
menegakkan perdamaian dunia.   
A.3 DK PBB Gagal Menjawab Krisis Kemanusiaan di Syria 
Pada bahasan ini menjadi relevan untuk melihat bagaimana 
PBB atau DK secara khusus bertindak dalam menangani konflik yang 
meletus di Syria. Sesuai dengan apa yang telah disebutkan 
sebelumnya, bahwa meskipun DK PBB telah diakui untuk bertindak 
atas nama seluruh anggota PBB mereka tetap distrukturkan untuk 
bekerja dalam kerangka Piagam.  
Setelah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun sejak 
meletusnya konflik tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai 
efektifitas DK PBB yang dianggap gagal dalam melaksanakan 
tugasnya. Eskalasi konflik yang semakin meningkat dari tahun ke 
tahun serta meluasnya wilayah pertempuran dan semakin banyaknya 
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korban jiwa merupakan problematika kemanusiaan yang dianggap 
gagal dijawab oleh DK PBB. Maka menjadi suatu analisis yang 
menarik untuk dikaji. 
Beberapa resolusi telah dikeluarkan oleh DK PBB menyangkut 
situasi konflik yang berkaitan dengan Syria. Untuk mendukung 
beberapa argument penting dalam menyikapi peran penting DK PBB 
dalam konflik ini penulis akan membahas beberapa resolusi yang telah 
dikeluarkan oleh DK PBB dan melihat bagaimana efektifitasnya di 
lapangan. Berikut ini adalah beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh 
DK PBB terkait kondisi konflik yang terjadi di Syria : 
1. Resolusi 2042 (14 April 2012)69 
Resolusi ini penting untuk melihat bagaimana DK PBB 
memandang persoalan yang terjadi di Syria. Resolusi ini sendiri 
merupakan resolusi yang pertama kali diterbitkan oleh DK PBB 
terkait situasi yang terjadi Syria. Resolusi ini mengaskan 
komitmen utama DK PBB untuk mendukung resolusi yang yang 
dikeluarkan oleh Majelis Umum terkait persoalan kedaulatan, 
kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Syria dan untuk 
tujuan serta prinsip piagam mengutuk pelanggaran hak asasi 
manusia manusia yang terjadi di Syria. Melalui resolusi ini pula 
                                           
69 http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/syria/, Diakses Pada Tanggal 20 April 2017 
Pukul 15.00  WITA 
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DK PBB mendesak pemerintah Syria untuk melaksanakan 
usulan enam poin yang dicetuskan oleh utusan PBB dan Liga 
Arab, diantaranya : 
a) Menghentikan gerakan pasukan menuju pusat-pusat 
penduduk 
b) Menghentikan penggunaan semua senjata berat 
c) Mengendurkan kamp-kamp konsentrasi militer dari daerah 
populasi pusat   
Sebagai muatan pokok dalam resolusi ini, Dewan Keamanan 
mempertegas posisinya untuk mendesak seluruh pihak-pihak 
bersenjata yang tengah terlibat dalam sengketa untuk bisa 
mematuhi enam poin yang diusulkan oleh utusan perdamaian 
gabungan dari PBB dan juga Liga Arab, yakni Kofi Annan. 
Kondisi yang melatarbelakangi terbitnya resolusi ini adalah 
meningkatnya eskalasi penggunaan senjata berat yang 
dilakukan oleh para angkatan bersenjata dari pihak rezim 
Bashar Al-Assad dan juga intensitas penggunaan kekerasan 
serta pendirian kamp-kamp konsentrasi militer di tengah 
kawasan padat penduduk.  
2. Resolusi 2043 (21 April 2012)70 




Setelah seruan DK PBB untuk penghentian kekerasan melalui 
resolusi sebelumnya, DK PBB kemudian menerbitkan salah 
satu resolusi dan memutuskan untuk mendirikan satu tim 
pemantau khusus yakni United Nations Supervision Mission In 
Syria (UNSMIS) yang berada di bawah komando seorang 
Kepala Militer Observer, dan terdiri dari penyebaran awal 
sebanyak 300 pengamat militer tak bersenjata untuk melakukan 
monitoring atas kesepakatan perdamaian yang telah dicetuskan 
antara pihak-pihak yang bersengketa. Tim ini bertindak dalam 
rangka untuk melaksanakan mandat dari implementasi enam 
poin pokok perdamaian yang telah dicetuskan oleh Kofi Annan 
sebagai utusan gabungan antara PBB dan Liga Arab. Selain itu, 
resolusi ini juga menyerukan bagi seluruh pihak untuk bisa 
bekerja secara kooperatif dalam rangka untuk membantu 
pelaksanaan misi dari UNSMIS sebagai bagian dari upaya 
penyelesaian damai yang dilaksanakan oleh DK PBB. Dalam 
pelaksanaannya DK PBB memperbarui kembali mandat yang 
diberikan terhadap UNSMIS dengan memperpanjang jangka 
waktu tugas UNSMIS dan mengkonfigurasi ulang misi 
perdamaian terhadap konflik Syria. DK PBB mengeluarkan 
resolusi No. 2059 yang memuat keputusan terkait pemberian 
pujian terhadap kinerja UNSMIS sekaligus memperbarui 
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mandat kerja dari tim supervisi tersebut. Resolusi ini sendiri 
diterbitkan 20 Juli 2012 atau bertepatan dengan batas akhir tim 
pemantau sesuai yang dicantumkan dalam resolusi sebelumnya 
yakni 90 hari. 
3.    Resolusi 2139 (22 Februari 2014)71 
Sebagai bagian dari upaya terus-menerus dan telah 
dikeluarkannya beberapa resolusi yang tercatat yakni, resolusi 
bernomor 2042, 2043, dan 2118 telah terjadi suatu 
perkembangan yang cukup mengejutkan, dimana kekerasan 
yang terjadi semakin meningkat dalam intensitas yang sangat 
mengerikan. Laporan dari Sekretaris Jenderal PBB adalah lebih 
dari 100.000 orang termasuk di antaranya  10.000 anak-anak 
telah menjadi korban dari konflik bersenjata yang terjadi di 
Syria. Dalam resolusi ini pula, DK mengabarkan kondisi yang 
sangat memprihatinkan dimana sebanyak 2,4 juta jiwa telah 
menjadi pengungsi yang melarikan diri ke berbagai wilayah di 
sekitar Syria, yakni Lebanon, Yordania, Turki, Irak dan Mesir. 
Salah satu poin yang patut dicermati dalam resolusi ini ialah 
kesadaran PBB terkait adanya maneuver dari organisasi yang 
berafiliasi dengan Al-Qaeda (sebagai organisasi terorisme). 
Mengutuk dengan keras bahwa terorisme dalam segala hal 




adalah ancaman paling buruk bagi perdamaian internasional. 
Sementara itu, dalam resolusinya ini DK PBB kembali 
mendesak bagi seluruh pihak untuk segera mengakhiri 
kekerasan dan merujuk kembali kepada Konferensi Jenewa 
tanggal 30 Juni 2012 untuk segera membentuk pemerintahan 
transisi yang dapat menghadirkan pemerintahan yang aspiratif. 
Dalam resolusi ini DK PBB juga menyatakan kembali sikapnya 
terkait situasi kontemporer yang terjadi di Syria, yakni : 
a) Mengutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia dan 
hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh 
pihak otoritas Syria serta kaum oposisi. Hal ini 
berhubungan dengan terjadinya kekerasan seksual dan 
kekerasan berbasis gender, serta terjadinya kejahatan 
yang menimpa anak-anak. 
b) Menuntut agar semua pihak segera mengakhiri segala 
bentuk kekerasan. Sebab kondisi yang terjadi telah 
menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia dan hukum perang 
c) Menuntut agar semua pihak segera menghentikan 
semua serangan yang mengarah terhadap warga sipil 
termasuk pengeboman udara, penggunaan bom barel 
dan penggunaan senjata berat lainnya 
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d) Menuntut kepada semua pihak utamanya bagi 
pemerintah Syria untuk menerapkan ketentuan 2 
Oktober 2013 Pernyataan Presiden Dewan Keamanan 
(S/PRST/2013/15) dalam memfasilitasi perluasan 
bantuan operasi kemanusiaan, sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku dari hukum humaniter 
internasional 
e) Mengajak semua pihak untuk segera mengangkat 
pengepungan daerah penduduk, termasuk di Kota Tua 
Homs (Homs), Nubl dan Zahra (Aleppo), Madamiyet 
Elsham (Pedesaan Damaskus), Yarmouk 
(Damaskus),Timur Ghouta (Pedesaan Damaskus), 
Darayya (Pedesaan Damaskus) dan lokasi lainnya. 
Serta menyerukan bagi para pihak yang bersengketa 
untuk menentukan jeda kemanusiaan atau gencatan 
senjata sehingga memungkinkan lembaga kemanusiaan 
dapat mengevakuasi warga yang membutuhkan 
pertolongan medis 
4. Resolusi 2254 (18 Desmber 2015)72 
Dalam resolusi ini DK PBB memberikan kebijakan terkhusus 
berkaitan dengan kondisi politik Syria. Terbentuknya komunitas 




internasional baru dalam hal ini International Syria Support 
Group (ISSG) menjadi dinamika baru bagi kelanjutan konflik 
yang terjadi di Syria. ISSG dalam pernyataannya mendesak 
agar segera dilaksanakan transisi politik yang konsisten 
sebagaimana telah dibicarakan dalam Komunike Jenewa 30 
Juni 2012. Beberapa ayat dari resolusi ini ialah : 
a) Mengkonfirmasi ulang dukungan terhadap kesepakatan 
Komunike Jenewa sebagai dasar dari transisi politik di 
Syria dan mengakhiri konflik yang terjadi di Syria 
b) Meminta kepada Sekretaris jenderal melalui utusan 
khususnya di Syria, untuk menghadirkan perwakilan dari 
pemerintah Syria dan oposisi untuk terlibat dalam 
negosiasi formal pada proses transisi politik secara 
mendesak. 
c) Mengakui peran dari ISSG sebagai platform pusat untuk 
memfasilitasi upaya PBB dalam mencapai kesepakatan 
politik di Syria 
d) Mengungkapkan dukungannya dalam hal ini, demi 
proses politik yang terjadi di Syria. Untuk menetapkan 
dalam enam bulan, proses transisi yang kredibel, inklusif 
dan pembentukan pemerintahan non-sektarian serta 
mendukung adanya proses penyusunan konstitusi baru. 
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Dan lebih lanjut, menyatakan dukungannya untuk 
mengadakan pemilihan umum yang bebas dan adil, 
sesuai dengan konstitusi baru  
e) Mengakui keterkaitan erat antara gencatan senjata dan 
proses politik parallel, dan dalam hal ini akan didukung 
oleh ISSG segera setelah perwakilan dari pemerintah 
Syria dan oposisi telah memulai langkah awal menuju 
transisi politik di bawah naungan PBB. 
f) Meminta kepada Sekretaris Jenderal untuk memimpin 
upaya, melalui Kantor Utusan Khusus dan konsultasi 
terhadap pihak-pihak terkait untuk menentukan 
persyaratan terkait proses gencatan senjata. 
g) Menekankan terhadap perlunya mekanisme pemantauan 
gencatan senjata, verifikasi dan pelaporan. Meminta 
kepada Sekretaris Jenderal untuk melaporkan kepada 
Dewan Keamanan pada pilihan terkait mekanisme yang 
ditempuh.  
5.  Resolusi 2235 (7 Agustus 2015)73 
Dalam resolusi ini, PBB menemukan indikasi terkait adanya 
penggunaan senjata   kimia yang digunakan dalam konflik 
bersenjata. Penggunaan senjata kimia yang terjadi secara 




terang-terangan sesuai dengan temuan tim pencari fakta (fact 
finding mission) telah melanggar Konvensi mengenai 
Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan 
Penggunaan Senjata Kimia dan Pemusnahannya. Mengingat 
bahwa Syria juga termasuk sebagai salah satu pihak yang telah 
menyetujui konvensi tersebut, penggunaan senjata kimia seperti 
zat klorin merupakan pelanggaran terhadap isi perjanjian yang 
telah disepakati  dalam konvensi dan penggunaan senjata kimia 
merupakan pelanggaran serius dalam hukum internasional 
Dalam resolusinya ini DK PBB mengambil keputusan yakni, 
Mengingat dalam resolusi 2118, memutuskan bahwa Syria akan 
bekerja sama sepenuhnya dengan OPCW dan PBB : 
a) Mengulangi kecaman dengan keras terkait setiap 
penggunaan bahan kimia beracun seperti klorin, sebagai 
senjata dalam konflik Syria. 
b) Mengingat keputusan bahwa Syria tidak akan 
menggunakan, mengembangkan, memproduksi, 
memperoleh, stockpile, mempertahankan senjata kimia  
c) Menyatakan tekad untuk mengidentifikasi mereka yang 
bertanggung jawab atas tindakan ini dan menegaskan 
kembali bahwa orang-orang, badan, kelompok atau 
pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan 
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penggunaan bahan kimia sebagai senjata, termasuk 
klorin atau bahan kimia beracun.  
d) Meminta kepada Sekretaris Jenderal, dalam koordinasi 
dengan Direktur jenderal OPCW untuk mengoperasikan 
mekanisme investigasi dalam mengidentifikasi secara 
lebih luas individu, badan, kelompok atau pemerintah 
yang terlibat dalam penggunaan bahan kimia sebagai 
senjata  
Beberapa resolusi tersebut menggambarkan upaya yang 
dilakukan oleh DK PBB dalam menyikapi konflik yang terjadi di Syria. 
Walaupun akan disebutkan setelahnya, bagaimana efektifas dari 
keseluruhan resolusi tersebut belum mampu untuk memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap eskalasi konflik yang terjadi di 
Syria. 
Selain kelima resolusi tersebut, sepanjang tahun 2012 hingga 
2017 DK PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan 
dengan upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Syria, 
seperti yang tercantum dalam tabel berikut74 : 
 
                                           




2. Daftar Resolusi DK PBB dalam Konflik Syria 
Resolusi Tanggal Pengambilan 
Suara 
Objek Resolusi 
S/RES/2042 14 April 2012 Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Situasi Perang Saudara 
Syria 
S/RES/2043 21 April 2012 Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Penetapan Tim 
Pemantau PBB 
(UNSMIS) di Syria 
S/RES/2059 20 Juli 2012 Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Pembaruan Mandat 
terhadap Misi 
Pengawasan di Syria 
S/RES/2118 27 September 
2013 
Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Penghapusan 
Penggunaan Senjata 
Kimia di Syria 
S/RES/2139 22 Februari Suara Bulat Resolusi Mengenai 
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2014 Pemberian Akses 
Bantuan Kemanusiaan 
di Syria 
S/RES/2165 14 Juli 2014 Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Pengawasan Situasi 
Kemanusiaan di Syria 




Kimia di Syria 
S/RES/2254 18 Desember 
2015 
Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Gencatan Senjata 
S/RES/2268 26 Februari 
2016 
Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Negosiasi Politik Antara 
Pihak yang 
Bersengketa 
S/RES/2314 31 Oktober 
2016 
Suara Bulat  Resolusi Mengenai 
Mandat OPCW dalam 
Mengaidentifikasi 
Penggunaan Senjata 
Kimia di Syria 




 Selain resolusi DK PBB di atas, terdapat pula Pernyataan Presiden DK 
PBB yang juga dikeluarkan terkait konflik Syria. Pernyataan ini 
merupakan salah satu kebijakan DK PBB dalam melaksanakan 




2016 Pembaharuan Mandat 
OPCW di Suriah  untuk 
Setahun  
S/RES/2328 19 Desember 
2016 
Suara Bulat  Resolusi Mengenai 
Pemberian Akses bagi 
Tim Pemantau 
Evakuasi Sipil dari 
Aleppo 
S/RES/2332 21 Desember 
2016 
Suara Bulat Resolusi Mengenai 
Otorisasi Pengiriman 





   
3. Pernyataan Presiden DK PBB  
Presidensial 
Statement 
Tanggal Objek Pernyataan 
S/PRST/2015/25 16 Desember 
2015 
Pernyataan Presiden DK PBB terkait 
Perdagangan Orang dalam Situasi 
Konflik (ISIS) 
S/PRST/2015/15 17 Agustus 2015 Pernyataan Presiden DK PBB terkait 
Dukungan Terhadap Utusan Khusus 
PBB Steffan de Mistura 
S/PRST/2015/10 24 April 2015 Pernyataan Presiden DK PBB terkait 
Dampak Krisis Kemanusiaan Syria 
terhadap Negara Tetangga 
S/PRST/2014/23 19 November 
2014 
Pernyataan Presiden DK PBB terkait 
Kerja Sama Internasional dalam 
Memerangi Terorisme 
S/PRST/2014/14 28 Juli 2014 Pernyataan Presiden DK PBB terkait 




Sebagian besar dari resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB 
tidak diimplementasikan dengan efektif akibat lemahnya daya ikat dari 
resolusi yang dikeluarka tersebut. Sebagai contoh, resolusi mengenai 
penghentian serangan yang menggunakan senjata kimia. Resolusi ini 
terbukti tidak berjalan dengan efektif, padahal merujuk pada temuan 
dari tim penyidik PBB terdapat 14 titik di Syria yang terbukti 
menggunakan senjata Kimia jenis Sarin75, ini merupakan sebuah fakta 
yang menggambarkan ada persoalan yang menjadi tanda tanya besar 
terkait peranan DK PBB. Sebab, merupakan suatu kesepakatan 
bahwa  penggunaan senjata kimia adalah salah satu bentuk kejahatan 
perang. Akan tetapi, hal ini tidak mampu dijadikan sebuah fakta hukum 
yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi internasional akibat 
kompleksnya kepentingan politik, seperti dalam kasus ini ketika 
Presiden Basshar Al-Assad hendak dituntut ke Mahkamah 
                                           
75https://m.kiblat.net/2017/02/14/bukti-rezim-suriah-gunakan-senjata-kimia-kembali-ditemukan/, 
Diakses pada tanggal 20 April 2017 Pukul 14.00 WITA 
sebagai Sumber Dana Organisasi 
Teroris 
S/PRST/2013 2 Oktober 2013 Pernyataan Presiden DK PBB terkait 
Pemberian Akses Bantuan 
Kemanusiaan di Syria 
96 
 
Internasional (ICC) keputusan ini diveto oleh Rusia dan Cina dengan 
alasan bahwa penjatuhan sanksi internasional atas Presiden Assad 
hanya akan meningkatkan eskalasi konflik yang terjadi di lapangan76. 
Seperti yang disaksikan penggunaan senjata kimia ini terus terjadi 
berulang kali di daerah-daerah konflik Syria. 
Telah digambarkan sebelumnya bahwa dalam upaya untuk 
menyelesaikan persoalan yang terjadi di Syria, berbagai upaya dalam 
tingkst regional maupun tataran internasional telah dilakukan. Pada 
tingkat regional, Liga Arab telah berulang kali mendesak Pemerintah 
Syria untuk segera melaksanakan perundingan dengan pihak oposisi 
agar dapat segera dilaksanakannya pemerintahan persatuan 
nasional77, akan tetapi Perjanjian yang ditandangani pada tanggal 19 
Desember 2012 ini ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak pemerintah 
Syria dengan dalih bahwa apa yang dilakukan oleh Liga Arab 
merupakan salah satu intervensi terhadap urusan dalam negeri Syria. 
Dalam tataran global pun, PBB telah mencoba melakukan 
berbagai upaya dalam mewujudkan perdamaian di Syria. Pada 23 
Februari 2012 misalnya, seperti dijelaskan dalam resolusi di atas PBB 
mengirimkan utusan perdamaian yakni UN Supervision Mission in 
                                           
76 Muhammad Fakhry Gafur, “Dinamika Konflik Suriah dan Respon Politik Regional-Global”, Jurnal, 
Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm 13. 
77 http://katarizon.blogspot.co.id/2013/09/konflik-suriah.html, Diakses 23 April 2017 Pukul 18.00 wita  
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Syria (UNSMIS) yang dipimpin langsung oleh Koffi Annan, mantan 
Sekretaris Jenderal PBB. Akan tetapi, misi ini ternyata gagal 
membawa hasil setelah kubu rezim Assad dan kubu oposisi menolak 
untuk melaksanakan perundingan78. Beberapa resolusi yang berkaitan 
dengan gencatan senjata yang  dikeluarkan oleh DK PBB tidak 
mampu berjalan dengan efektif sebab seringkali terjadi pelanggaran 
oleh pihak bersenjata, seperti insiden yang terjadi di Distrik Wadi 
dimana pihak bersenjata melakukan pemutusan akses air minum bagi 
warga sipil di tengah kesepakatan gencatan senjata yang baru 
berumur 10 hari79, tercatat di sepanjang tahun 2016 gencatan senjata 
telah terjadi sebanyak tiga kali, yang pertama pada bulan Februari 
2016 kemudian ambruk setelah tiga bulan berjalan selanjutnya pada 
bulan September yang hanya hanya bertahan selama satu pekan80. 
Selain itu, terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum internasional 
juga terjadi seiring dengan tidak diindahkannya seruan dari DK PBB 
dimana serangan-serangan bersenjata diarahkan kepada fasilitas 
umum seperti rumah sakit, sekolah dan rumah peribadatan di Aleppo. 
                                           
78 Muhammad  Fakhry Gafur, Op.cit 
79 http://parstoday.com/id/news/middle_east-i30517-pelanggaran_gencatan_senjata_di_suriah,  
Diakses  22 April 2017 Pukul 23.00 WITA 
80http://www.antaranews.com/berita/604258/gencatan-senjata-berjalan-di-suriah-kendati-ada-
pelanggaran, Diakses 22 April 2017 Pukul 23.00 WITA 
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Lemahnya daya ikat dari seluruh keputusan yang dikeluarkan 
oleh DK PBB ini diakui sendiri oleh pihak internal dari DK PBB, dalam 
sebuah tulisan yang diposting dalam report DK PBB bertajuk 
“Dapatkah DK PBB Mencegah Konflik Kemanusiaan ?”81 beberapa 
alasan yang menjadi tantangan utama DK PBB dalam mencegah serta 
bertindak dalam konflik kemanusiaan dikemukakan sebagai berikut : 
a) Adanya perbedaan persepsi terkait konsep kedaulatan 
negara antara anggota Dewan. Beberapa negara yang 
sangat teguh mempertahankan konsep kedaulatan 
klasik, seringkali mengkritisi penggunaan aksi yang 
berlebihan dan dianggap mengganggu kedaulatan 
negara. Contoh yang kerap diambil adalah intervensi 
militer AS tahun 2003 ke Irak, juga operasi NATO di Libia 
tahun 2011. Kekhawatiran inilah yang kemudian 
dianggap sangat membatasi peranan DK PBB untuk 
mampu mengambil kebijakan dalam suatu konflik.  
b) Selain masalah kedaulatan negara, kepentingan politik 
anggota Dewan Keamanan merupakan salah satu 
hambatan utama dalam mencegah konflik yang terjadi 
                                           
81 Security Council Report, 2017, “In Hindsight: Can the Security Council Prevent Conflict?”, 
http://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2017-
03/in_hindsight_can_the_security_council_prevent_conflict_6.php, Diakses Pada Tanggal 25 April 
2017 Pukul 10.00 WITA  
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atau meredam intensitas konflik yang meningkat. Dalam 
pembicaraan untuk pengambilan kebijakan atas suatu 
konflik, negara-negara yang kedudukannya kuat secara 
politik dan merasa berkepentingan untuk melindungi 
sekutu mereka, dapat secara signifikan mempengaruhi 
hasil keputusan bersama. Contoh paling nyata dari 
argument ini ialah banyaknya upaya veto atau bahkan 
ancaman veto yang dilakukan oleh negara-negara 
anggota DK PBB untuk mencegah tindakan. 
c) Tantangan lain yang dihadapi oleh DK PBB adalah 
tingginya beban kerja yang dialami oleh DK PBB. Saat 
ini, Dewan sedang mengalami tingkat aktivitas yang 
tinggi, yang sebagian besar dalam tugasnya yakni 
pengelolaan konflik, tercermin dari jumlah rapat dan 
keputusan yang direkam dan diadopsi. Sepuluh resolusi 
non-konsensual (yang belum disepakati) yang diadopsi 
pada 2016 menunjukkan terjadinya periode paling sibuk 
pasca perang-dingin. Dalam periode tersebut bahkan ada 
dua rancangan resolusi yang diveto terkait konflik Syria. 
Hal ini menunjukkan bahwa energi yang dihabiskan 
dalam DK PBB untuk mencari kesepakatan umum 
menjadikan DK seringkali tidak dapat fokus dan seringkali 
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terlambat mengambil kebijakan akibat dilema dalam 
mengambil pilihan untuk aksi 
Berdasarkan paparan tersebut, menurut penulis kerasnya 
persekutuan politik inilah yang merupakan alasan paling utama dari 
stagnasi efektifitas DK PBB dalam melaksanakan fungsinya. Beberapa 
resolusi yang sifatnya penjatuhan sanksi dan juga tindakan-tindakan 
represif akhirnya mendapat hambatan ketika negara-negara yang 
bersekutu dengan rezim Assad tidak menyetujuinya. Apalagi setelah 
upaya mediasi yang berulang kali diinisiasi tampak tidak membuahkan 
hasil, hak veto lagi-lagi dijadikan sebagai instrument paling otoritatif 
dalam menghambat setiap upaya yang diindikasikan merugikan 
kepentingan masing-masing negara. Salah satu bentuk konfrontasi 
yang sangat popular terkait persoalan ini terjadi pada Komunike 
Jenewa tanggal 30 Juni 2012, dimana dalam konferensi tersebut pihak 
rezim Assad dan oposisi  duduk dalam satu meja perundingan. Upaya 
untuk membentuk pemerintahan transisi yang diisi oleh utusan 
masing-masing pihak yang saling bertikai, dan diharapkan dapat 
menyelenggarakan pemilu dalam waktu dekat berakhir dengan 
kebuntuan sebab kedua sekutu Syria yakni, Rusia dan China menolak 
untuk menyepakati kesepakatan tersebut dengan alasan, bahwa Kofi 
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Annan sebagai Utusan Internasional tidak melibatkan Assad dalam 
pembentukan pemerintahan transisi82.  
Hal ini juga semakin diperparah dengan banyaknya intervensi 
militer yang dilakukan oleh negara-negara yang mengaku ingin 
memfasilitasi upaya perdamaian dalam konflik ini. Kebuntuan dialogis 
yang terjadi di DK PBB memberikan ruang bagi negara-negara untuk 
secara politis memainkan aksi-aksi yang sifatnya individual dan tentu 
saja semakin memperumit keadaan konflik di lapangan. Serangan 
udara yang dilancarkan Angkatan Udara Rusia kepada pihak oposisi di 
Aleppo, serangan sepihak AS ketika mengirimkan serangan balasan 
terhadap senjata kimia di Idlib, serta beberapa aksi-aksi militerisme 
lainnya menunjukkan bahwa kehadiran DK PBB sebagai struktur 
utama dalam menentukan kebijakan-kebijakan utama, cenderung 
diabaikan. Dalam beberapa konflik, sejumlah negara bahkan 
mengklaim telah mendapat otorisasi DK PBB dalam melancarkan 
serangan ke medan konflik. Kasus-kasus intervensi di Liberia (1990), 
Irak Utara (1991), Kosovo (1999), Somalia (1992) merupakan bukti 
konkret bahwa penggunaan kekerasan masih berlangsung di sejumlah 
medan konflik tanpa adanya otorisasi DK PBB. 




 Beberapa anomali tersebut menunjukkan bahwa DK PBB masih 
belum mampu untuk menertibkan egosentrisme negara-negara dalam 
menjalankan kepentingannya. Beberapa fakta empiris yang ditemukan 
dalam konflik ini sesungguhnya menunjukkan relasi pelik yang tercipta 
antara politik dan hukum internasional yang sangat mempengaruhi 
persepktif kita dalam memandang efektifitas DK PBB dalam 
mewujudkan perdamaian dunia. Kerangka sistem keamanan kolektif 
yang digaungkan oleh para elit dunia masih digunakan dalam terma 
yang sangat menarik untuk dicermati. Menciptakan retorika hukum 
dalam melegalisasi kepentingan politis menjadi unsur yang sangat 
dominan melihat kinerja yang terjadi di PBB saat ini. Tentu saja pada 
sebagaian unsur tidak dapat dipungkiri prinsip politik harus bekerja 
dalam mengkonsep desain struktural upaya penegakan aturan yang 
berlaku secara universal, akan tetapi apabila institusi ini sudah mulai 
digunakan sebagai kendaraan dalam menyerukan kepentingan politis 
maka kemungkinan terburuk akan bisa saja terjadi seperti halnya Liga 
Bangsa-bangsa yang ambruk setelah pecahnya Perang Dunia II.  
Kedua, walaupun dari sisi kuantitas sejumlah resolusi telah 
menunjukkan upaya serius dari DK PBB dalam menangani konflik 
Syria, para negara-negara anggota DK PBB belum mampu 
menempatkan dirinya sebagai perwakilan masyarakat internasional 
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yang berfungsi untuk mempelopori upaya-upaya dalam memajukan 
perdamaian dan keamanan internasional, sebaliknya negara-negara 
bahkan menunjukkan ketidakpatuhannya dengan menanggapi 
keputusan tersebut melalui serangkaian aksi yang sifatnya individual. 
Tentu saja ini dipahami sebagai reaksi kekecewaan atas beberapa 
resolusi yang gagal untuk memenuhi harapan umum, sebagian lagi 
melihat ini sebagai bentuk kegagalan DK PBB dalam mengambil sikap 
yang netral dalam suatu kasus tertentu. Sebagai respons dari 
maraknya penggunaan aksi intervensi militer ini, Kofi Annan pernah 
mengajukan pertanyaan yang begitu getir atas situasi ini, “di satu sisi, 
sahkah bagi sebuah organisasi untuk menggunakan pemaksaan tanpa 
mandat PBB? Di sisi lain, bolehkah membiarkan pelanggaran nyata 
dan sistematis atas hak-hak asasi manusia dengan konsekuensi-
konsekuensi kemanusiaan yang sangat parah berlanjut tanpa 
tindakan?”83 tampaknya dilema inilah yang menjadi pertanyaan 
mendasar terkait sikap negara-negara yang cenderung mengabaikan 
keputusan DK PBB. Dan apabila krisis kepercayaan ini terus 
berlangsung, maka bisa dipastikan akan ada banyak ruang bagi aksi-
aksi serupa yang dilakukan dan ‘melangkahi’ DK PBB. 
                                           
83 Cristian-Reus Smit, Op.Cit., hlm 111 
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Sekali lagi dalam pokok bahasan ini menjadi semakin penting 
artinya untuk mampu melihat bagaimana pola relasi yang tercipta 
antara politik dan hukum internasional, sebab seringkali dalam usaha 
untuk menemukan ulasan yang tepat mengenai kegagalan efektifitas 
aturan hukum dalam konteks internasional, maka terihat bahwa 
keseluruhan pola itu dimainkan dengan sangat baik oleh muatan politik 
dengan pola yang sangat rumit. 
B. Identifikasi Konflik Bersenjata yang Terjadi di Syria 
Setelah mengurai mekanisme dan tantangan DK PBB dalam 
menangani konflik Syria, bahasan dalam sub bab ini akan mengkaji 
secara spesifik mengenai pokok utama konflik yang terjadi di Syria. 
Sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, 
kepentingan untuk mengetahui tipologi konflik yang terjadi di Syria ini 
menjadi sangat esensial mengingat konflik ini sendiri meluas menjadi 
suatu konfrontasi yang berskala internasional. 
 Dalam studi hukum internasional publik, sesungguhnya telah 
dikenal kategorisasi mengenai sengketa yang terjadi, yakni sengketa 
hukum atau sengketa politik. Namun, sebetulnya di dalam 
kenyataannya pembagian seperti ini tidak pernah benar-benar nyata 
sebab kriteria untuk merumuskan mana yang termasuk sengketa 
politik dan mana yang termasuk sengketa hukum tidak pernah 
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disepakati secara umum. Di antara berbagai pandangan terkait 
persoalan ini penulis mencoba membandingkan ketiga sudut pandang 
dari berbagai pakar, yakni84 : 
1. Pendapat Friedmann 
Menurut Friedmann, konsepsi sengketa hukum memuat hal-hal 
sebagai berikut : 
a) Sengketa hukum adalah perselisihan antarnegara yang 
mampu diselesaikan oleh pengadilan dengan 
menerapkan aturan-aturan hukum yang ada atau yang 
sudah pasti 
b) Sengketa hukum adalah sengketa yang sifatnya 
memengaruhi kepentingan vital negara, seperti integritas 
wilayah dan kehormatan atau kepentingan lainnya dari 
suatu negara 
c) Sengketa hukum adalah sengketa dimana penerapan 
hukum internasional yang ada, cukup untuk 
menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan 
keadilan antarnegara dengan perkembangan progresif 
hubungan internasional 
d) Sengketa hukum adalah sengketa yang berkaitan 
dengan persengketaan hak-hak hukum yang dilakukan 
melalui tuntutan yang menghendaki suatu perubahan 
atas suatu hukum yang telah ada 
 
2. Pendapat Waldock 
Menurut pendapat Waldock, suatu penentuan jenis sengketa 
sebagai sengketa hukum ataupun sengketa politik bergantung 
sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa, jika para 
pihak menentukan sengketa tersebut sebagai sengketa hukum, 
maka ia adalah sengketa hukum. Sebaliknya, jika sengketa 
                                           
84 Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Bandung, 20014, hlm.8 
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tersebut menurut para pihak membutuhkan patokan tertentu yang 
tidak terdapat dalam aturan hukum internasional maka ia dapat 
diklasifikasikan sebagai sengketa politik 
3. Pendapat Jalan Tengah (Oppenheim dan Kelsen) 
Menurut Oppenheim dan Kelsen, tidak terdapat pembenaran 
ilmiah terkait dasar criteria objektif yang mendasari pembedaan 
antara sengketa politik dan hukum. Menurut mereka, setiap 
sengketa memiliki aspek politis dan hukumnya. Mungkin saja 
dalam sengketa yang dianggap sebagai sengketa hukum 
terkandung kepentingan politis yang tinggi dari negara yang 
bersangkutan. Begitu pula sebaliknya terhadap sengketa politik, 
prinsip-prinsip atau aturan hukum internasional boleh jadi dapat 
diterapkan. 
Dari ketiga pandangan ini menjadi sebuah tolak ukur yang jelas bagi 
penulis untuk dapat mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi di Syria. 
Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih sependapat dengan merujuk 
kepada pandangan jalan tengah, dimana tentu untuk setiap kasus 
sengketa tidak dapat dipungkiri polarisasi dari kedua aspek tersebut 
adalah eksis. Kesulitannya adalah, jika hal ini dikontekskan dalam 
kasus Syria maka akan didapati berbagai macam komponen konflik 
yang sangat kompleks. Dalam hal ini percampur bauran dimensi politk 
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dan hukum sangat erat sehingga menentukan konflik ini sebagai salah 
satu dari jenis tersebut merupakan suatu hal yang sangat rumit. 
 Selain itu, terkait dengan identifikasi eskalasi konflik yang terjadi 
di Syria. Seperti yang telah dijelaskan pada latar konflik ini, bahwa 
konflik yang meletus sejak tahun 2011 ini merupakan salah satu 
bentuk perang saudara. Akan tetapi, perang ini kemudian berkembang 
menjadi sangat kompleks ketika dalam perkembangannya terjadi 
pergerakan yang sangat dinamis. Utamanya mengenai campur tangan 
negara-negara asing, keterlibatan pihak-pihak asing ini secara 
otomatis telah mengubah konstelasi konflik yang terjadi di Syria. 
Perang sipil yang melibatkan aktor-aktor dalam negeri kemudian 
berubah menjadi perang yang melibatkan berbagai faksi militer yang 
mendapatkan dukungan dari sejumlah negara kawasan maupun luar 
kawasan Timur Tengah. Secara garis besar, pihak-pihak yang terlibat 
dalam perang sipil Syria dapat dibagi dalam tiga kubu utama: Rezim 
Bashar Assad, Kubu Oposisi Pemerintahan (FSA), ISIS.85  
 Keterlibatan pihak-pihak lain ini menimbulkan kompleksitas 
terkait tatanan definitif konflik bersenjata menurut hukum internasional. 
Dalam hal ini masihkah relevan untuk mengkualifikasikan konflik Syria 
ini sebagai konflik bersenjata yang sifatnya internal. Sebab, apabila 
                                           
85 Muhammad Fakhry Gafur, Op.Cit, hlm.5 
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konflik ini diklasifikasikan sebagai konflik yang sifatnya internal maka 
mekanisme untuk menyelesaikan persoalan lebih ditekankan kepada 
pemerintah yang berdaulat sebagai salah satu penghormatan terhadap 
asas kedaulatan negara. Akan tetapi, dengan munculnya fenomena 
ini, akan menjadi sulit untuk membebankan tanggung jawab 
penyelesaian sengketa kepada pihak pemerintah, sebab konfrontasi 
yang terjadi sendiri di samping telah melanggar demikian banyak 
aturan hukum internasional, telah melibatkan begitu banyak entitas 
dengan bermacam-macam kepentingannya. 
  Dalam hukum humaniter internasional, konflik bersenjata dapat 
digolongkan menjadi tiga, yakni: konflik bersenjata internasional, 
konflik bersenjata non internasional serta internasionalisasi konflik86. 
Klasifikasi antara ketiga jenis konflik tersebut dibedakan menurut 
status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam konflik bersenjata 
internasional, kedua belah pihak memiliki status hukum yang sama, 
karena eduanya adalah negara. Sedang dalam konflik bersenjata non 
internasional status kedua belah pihak tidaklah sama, pihak yang satu 
berstatus sebagai negara, sedang pihak lainnya adalah satuan bukan 
negara.87  
                                           





 Pengaturan mengenai klasifikasi konflik bersenjata ini dapat 
ditemukan dalam konvensi Jenewa 1949, ketentuan mengenai konflik 
bersenjata internasional dapat dilihat dalam Pasal 2 Ketentuan 
Bersama (common article) dari Konvensi Jenewa 1949 yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“In addition to the provisions which shall be implemented in 
peace time, the present Convention shall apply to all cases of 
declared war or any other armed conflict which may arise 
between two or more of the High Contracting Parties, even if the 
state of war is not recognized by one of them….”88  
 
 Pasal 2 Ketentuan Bersama (Common Articles) Konvensi 
Jenewa 1949 di atas sebenarnya tidak secara eksplisit memberikan 
terminologi dari konflik bersenjata internasional. Namun, jika dikaitkan 
dengan ketentuan Pasal 1 paragraf 3 Protokol I 1977, maka jelaslah 
bahwa substansi materi dari Pasal 2 Ketentuan Bersama Konvensi 
Jenewa 1949 ini adalah terminologi dari konflik bersenjata 
internasional. Sedangkan ketentuan mengenai konflik bersenjata non 
internasional dapat dilihat dalam Pasal I ayat (1) Protokol Tambahan II 
197789.  
 Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1997 
merupakan ketentuan yang menurut beberapa pakar antara lain 
seperti L.C Green sebagaimana dikutip oleh Haryomataram dalam 
                                           
88 Lihat Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 
89Mahfud, Op.cit, hlm 239. 
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makalah disampaikan pada penalaran Hukum Humaniter Internasional 
dan Hak Asasi Manusia sebagai definisi dari istilah Konflik Bersenjata 
Internasional. Sedangkan internasionalisasi konflik itu sendiri adalah 
masuknya salah satu pihak dalam hal ini negara untuk mendukung 
kelompok bersenjata dalam yang terorganisir (pemberontak) atau 
antara kelompok bersenjata yang satu dengan yang lainnya.90  
 Bila melihat dari ketiga klasifikasi tersebut, maka konflik yang 
terjadi di Syria termasuk dalam kualifikasi konflik bersenjata yang 
sifatnya internasionalisasi. Masuknya negara-negara tertentu inilah 
yang menjadi argument utamanya, sebab untuk tetap menempatkan 
konflik Syria sebagai konflik internal mulai terlihat tidak relevan. 
Keterlibatan negara-negara lain, dalam konflik ini telah mencapai 
status aktif dimana dukungan yang diberikan terkait secara positif 
dalam kemampuan distribusi peperangan seperti suplai senjata serta 
bantuan financial terhadap sejumlah faksi yang turut serta berperang. 
 Perubahan dari identifikasi konflik bersenjata tersebut (dari 
konflik internal menjadi konflik bersenjata internasional) dikemukakan 
oleh Pietro Veri91: 
“Suatu konflik non-internasional dapat dianggap menjadi 
konflik bersenjata yang bersifat internasional apabila telah 
terpenuhi syarat-syarat berikut: 
                                           
90 Ibid, hlm 240. 
91 Pietro Vieri, 1992, Dictionary of the International Law of Armed Conflict, ICRC, Geneva, , hlm.35. 
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1. Jika suatu negara telah mengakui pihak pemberontak 
sebagai pihak yang bersengketa (belligerent) 
2. Jika terdapat satu atau lebih negara asing yang 
memberikan bantuan kepada salah satu pihak dalam 
konflik interna;. Dan mengirimkan Angkatan Bersenjata 
untuk memerangi salah satu pihak 
3. Jika terdapat dua negara asing, dimana Angkatan 
Bersenjatanya saling melakukan intervensi kepada suatu 
negara yang sedang terlibat dalam suatu konflik militer, dan 
saling berperang serta membantu pihak yang berlawanan. 
 
 
Dilihat dari sejumlah bukti yang terjadi di lapangan, adanya 
keterlibatan negara asing ini terlihat dari dukungan sejumlah negara 
yang secara terang-terangan diberikan terhadap pihak-pihak 
pemberontak dalam menggulingkan pemerintah berdaulat.  Kelompok 
oposisi yang dikoordinir oleh Free Army Syria (FSA) mengakui telah 
menerima sejumlah jenis senjata, yang akan digunakan untuk 
menggulingkan kekuasaan rezim Assad. Saudi dan Qatar berada di 
garis terdepan dalam membela kelompok bersenjata di Syria . 
Sejumlah negara pesisir Teluk Persia juga telah memberikan dana 
sebesar 100 juta dolar bagi faksi-faksi yang berperang untuk 
menggulingkan pemerintahan Bashar Assad. Disisi lain, Riyadh dan 
Doha dengan bekerja sama dengan Washington serta sekutunya di 
kawasan mensuplai senjata berat seperti rudal anti-tank, anti pesawat 
udara.92 
                                           
92 http://indonesians.ws.irib.ir/internasional/timur-tengah/item/4520-Saudi_dan _Qatar_Tingkatkan 
Bantuan Kepada Pemberontak Suriah, diakses 23 April 2017 pukul 14.00 wita 
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 Di posisi lain, kubu rezim juga mendapatkan dukungan oleh 
sejumlah sekutu kawasan seperti Iran, Rusia dan Hizbullah. Bahkan 
ketiga pihak ini ditengarai bukan hanya berperan dalam 
mendistribusikan bantuan persenjataan akan tetapi diduga kuat 
mereka juga menerjunkan pasukan untuk memerangi kelompok anti-
pemerintahan93. Fakta ini semua telah menunjukkan bahwa konflik 
yang terjadi di Syria telah meluas dari sekedar perang saudara 
menjadi sebuah konflik yang telah terinternasionalisasi. 
 Alasan yang kedua, adalah dengan adanya beberapa kali 
konferensi tingkat internasional yang menginisiasi perundingan antara 
kedua kubu memperlihatkan bahwa sesungguhnya pihak pemerintah 
Syria telah mengidentifikasi kubu oposisi sebagai salah satu pihak 
yang bersengketa (Belligerent). Adanya pengakuan ini secara resmi 
telah memberikan sejumlah tanggung jawab secara internasional 
terkait segala tindakan yang telah dimiliki sehingga kubu oposisi telah 
dianggap sebagai organisasi yang teridentifikasi secara structural dan 
dapat dikenali dengan atribut organisasinya. 
 Alasan yang ketiga, seiring dengan semakin aktifnya negara-
negara asing dalam melancarkan dukungannya bisa dilihat bahwa 
konfrontasi yang melibatkan negara-negara asing merupakan fakta 
                                           
93 Mahfud, Loc.cit. 
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empiris yang terjadi di medan konflik. Serangan yang dilancaran AS ke 
pangkalan induk kubu rezim Bassad Februari kemarin menjadi bukti 
yang sangat valid bahwasanya keterlibatan negara-negara asing tidak 
hanya sebatas pemberian distribusi material, akan tetapi keterlibatan 
aktif dalam kegiatan militerisme juga telah dijalankan oleh pihak-pihak 
sekutu masing-masing kubu. 
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa 
konflik yang terjadi di Syria ini tidak lagi relevan untuk ditempatkan 
dalam konteks perang saudara semata, terlibatnya negara-negara lain 
bahkan dalam beberapa kasus terlihat adanya intervensi militer yang 
bahkan terjadi di medan konflik semakin memperjelas bahwa konflik ini 
telah menjadi salah satu konflik internasional. Kasus seperti ini juga 
telah ditemukan pada konflik serupa yang terjadi di Kosovo, dimana 
konflik yang bermula akibat pembangkangan separatis etnik Albania 
direspon dengan represif oleh pemerintah Serbia. Konflik ini juga 
menjadi salah satu perhatian internasional karena terjadinya 
pelanggaran kemanusiaan yang sangat brutal terhadap penduduk-
penduduk sipil. Konflik ini berkembang menjadi konflik yang sifatnya 
internasional setelah adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO 
kepada pemerintah Yugoslavia. 
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Selain itu, terjadinya kejahatan kemanusiaan yang terjadi di 
Syria merupakan salah satu aspek utama untuk mengklasifikasikan 
konflik ini sebagai konflik internasional, dimana peran dari seluruh 
struktur kelembaan komunitas internasional harus mampu bertindak 
dalam menangani konflik ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
ICRC94, lebih dari 12 juta jiwa membutuhkan bantuan darurat 
kemanusiaan serta lebih kurang dari 4 juta orang telah melarikan diri 
ke luar negeri sisanya sekitar 8 juta lainnya mengungsi di dalam 
negeri95. Fenomena ini sendiri telah meyiratkan secara nyata bahwa 
komitmen PBB sebagai lembaga yang mencita-citakan mewujudnya 
tatanan dunia yang bermartabat, adil serta damai merupakan 
tantangan yang harus mampu dijawab dalam semua medan konflik. 
Krisis kemanusiaan yang terjadi di Syria merupakan fenomena paling 
valid untuk memperlihatkan komitmen negara-negara dalam 





                                           







1. Peran Dewan Keamanan belum efektif dalam menangani konflik 
kemanusiaan di Syria. Faktor-faktor yang secara spesifik mempengaruhi 
kinerja DK PBB adalah besarnya kepentingan politik di antara negara-negara 
anggota DK PBB, implikasi penerapan hak veto serta kompleksnya akar 
konflik yang terjadi di Syria. Konsep keamanan kolektif yang dijadikan asas 
umum dalam DK PBB juga dianggap sebagai alasan utama lambatnya DK 
PBB dalam mengeluarkan kebijakan terkait konflik Syria, dimana sulit 
mencapai kesepakatan umum atas pilihan aksi yang akan digunakan untuk 
menyelesaikan konflik Syria. 
2. Konflik yang terjadi di Syria merupakan konflik yang sangat kompleks, 
dikatakan bahwa konflik politik sebab konflik yang meletus terjadi 
diakibatkan kekecewaaan atas rezim yang tidak mampu menghadirkan 
kesejahteraan atas rakyat Syria. Di sisi lain konflik ini juga memiliki dimensi 
hukum yakni terkait dengan perebutan identitas pemilik kedaulatan serta 
pemerintahan yang sah, sehingga identifikasi yang tepat  bahwa konflik ini 
memiliki muatan politis dan hukum yang mengakar menjadi satu kesatuan 
masalah. Keterlibatan atau campur tangan negara lain juga memberikan 
argument tambahan untuk menyatakan bahwa konflik ini berkembang dari 
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sekedar perang sipil internal menjadi sebuah konflik internasional yang harus 
segera diselesaikan karena memberikan potensi ancaman terhadap 
perdamaian dunia. 
B. Saran 
1. Untuk meningkatkan efektifitas DK PBB dalam menangani konflik Syria 
sudah mulai harus dipikirkan upaya restrukturisasi keanggotaan DK PBB. 
Pengaturan yang disebutkan dalam Pasal 27 Piagam PBB terkait 
mekanisme kebulatan suara bagi pemilik anggota tetap serta adanya hak 
istimewa veto harus direvisi. Perimbangan kekuasaan global tidak lagi 
mutlak dibatasi kepada negara-negara tertentu saja sehingga konsensus 
kebijkan yang diambil tidak sarat dengan kepentingan adikuasa belaka. 
2. Penanganan konflik bersenjata internasional yang terjadi di Syria harus 
merupakan penanganan yang bersifat komprehensif melibatkan upaya 
penyelesaian secara hukum maupun politik, sehingga upaya dalam 
menyelesaikan konflik dapat terlaksana. Dalam hal ini DK PBB juga 
dituntut untuk dapat menekan negara-negara lain dalam mengurangi 
aktivitas keterlibatannya sehingga metode penyelesaian konflik Syria 
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